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ABSTRAK 
Ririyanti, Petisi Soetardjo (1936-1938): Suatu Perjuangan Mencapai Indonesia 
Merdeka. Skripsi: Program Studi Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, 
Universitas Negeri Jakarta, 2018. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengangkat peran Soetardjo 
Ksrtohadikoesoemo dalam Pergerakan Nasional Republik Indonesia dalam dunia 
pendidikan yang berlandaskan dengan sebuah petisi pada kurun waktu 1936-1938. 
Penelitian dilakukan dengan metode sejarah yang disajikan dalam bentuk 
deskriptif-naratif. Sumber primer diperoleh dari wawancara Ibu Iin dan suami 
selaku cucu dari Soetardjo Kartohadikoesoemo. Sumber sekunder beberapa 
dokumen yang didapatkan di Perpustakaan UNJ, Perpustakaan FIS, Perpustakaan 
Nasional, Perpustakaan Arsip Nasional, Museum Nasional, Museum Perumusan 
Naskah Proklamasi, dan berbagai koleksi pinjaman seperti buku-buku terkait 
dengan Petisi Soetardjo. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa Petisi Soetardjo mempunyai 
kontribusi besar dalam pergeakan nasional khususnya dalam kemerdekaan 
Indonesia. Kemerdekaan yang telah dijanjikan dalam sebuah petisi tersebut dalam 
jangka waktu ”10 tahun” membuktikan bahwasanya Indonesia dapat merdeka 
karena salah satu faktornya adalah sebuah petisi yang ditulis oleh Soetardjo 
Kartohadikoesoemo. Merdeka menjadi suatu tanggungjawab yang besar bagi 
suatu bangsa yang menyatakan Negara dan Bangsanya merdeka lepas dari 
belenggu penjajahan. Tanggung jawab tersebut adalah kelangsungan hidup bangsa 
dan mempertahankan kemerdekaannya yang harus dilakukan secara bersama.   
Petisi Soetardjo dilandasi oleh keadaan dunia secara umum, dimana 
negara-negara koloni menuntut pengelolaan yang lebih mandiri akan wilayahnya 
masing-masing. Secara garis besar Petisi Soetardjo ini berisi mengenai suatu 
keinginan yang dibatasi waktu mengenai kesepakatan untuk mengurus sendiri 
pemerintahan oleh rakyat bumiputera. Petisi tersebut disampaikan dalam sidang 
Volksraad pada tanggal 15 Juli 1936. Keputusan dari Ratu Wihelmina terkait 
petisi akhirnya resmi keluar pada tanggal 16 November 1938 dengan jawaban 
yang telah diduga sebelumnya bahwa Petisi Soetardjo ditolak. Ditolaknya petisi 
tersebut bukan berarti telah memadamkan semangat perjuangan Soetardjo dan 
kawan-kawan dari Perhimpunan Pegawai Bestuur Bumiputra (PPBB), justru nilai 
penting dari petisi tersebut adalah tergugahnya kesadaran berpolitik rakyat 
bumiputera bahwa memang sudah sepantasnyalah Hindia Belanda diurus dan 
dinikmati oleh rakyat Hindia Belanda itu sendiri. Beberapa waktu setelah Petisi 
Soetardjo ditolak, tahun 1941 Soetardjo mulai dimintai keterangan yang 
mempertanyakan maksud sebenarnya Petisi tersebut, namun ketika ditanyakan 
bahwa maksud petisi tersebut adalah untuk peningkatan kesejahteraan rakyat 
bumiputera tentulah para pejabat pemeriksa bisa memaklumi adanya. Hal ini 
menunjukkan bahwa sejarah telah membuktikan pentingnya peranan jajaran 
Pamong Praja dalam menegakkan wibawa pemerintah Republik Indonesia. 
Kata Kunci: Petisi Soetardjo, Soetardjo Kartohadikoesoemo, dan Volksraad. 
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ABSTRACT 
Ririyanti, Petition Soetardjo (1936-1938): A Struggle to Achieve an Independent 
Indonesia. Thesis: Study Program of History Education, Faculty of Social 
Sciences, Jakarta State University, 2018. 
This research aims to raise the role of Mr. Soetardjo in the National 
Movement of the Republic of Indonesia in the world of education which is based 
on a petition in the period 1936-1938. The research is done by historical method 
which presented in the form of descriptive-narrative. Primary sources were 
obtained from interviews of Ibu Iin and husband as grandchildren from the large 
family of Mr. Soetardjo. Secondary sources of documents obtained at UNJ 
Library, FIS Library, National Library, National Archives Library, National 
Museum, Formulation Museum of Proclamation Manuscript, and various 
collection of loans such as books related to Petition Soetardjo. 
The results showed that the Soetardjo Petition had a major contribution in 
the national struggle, especially in the independence of Indonesia. The 
independence that has been promised in a petition within "10 years" proves that 
Indonesia can be independent because one factor is a petition written by Mr. 
Soetardjo Kartohadikoesoemo. Merdeka becomes a big responsibility for a nation 
that states and nation free independence from the shackles of colonialism. The 
responsibility is the survival of the nation and defend its independence to be done 
together. 
The Soetardjo petition is based on the general state of the world, where the 
colonies demand more independent management of their respective territories. 
Broadly speaking, this Soetardjo Petition contains a time-limited desire for an 
agreement to take care of the government by the bumiputera people themselves. 
The petition was presented in a Volksraad trial on 9 July 1936. The decision of 
Queen Wihelmina related to the petition was officially released on 16 November 
1938 with a previously assumed response that the Soetardjo Petition was rejected. 
The rejection of the petition does not mean that it has extinguished the spirit of the 
struggle of Soetardjo and his friends of the Bestuur Bumiputra Employees 
Association (PPBB), the important value of the petition is the awakening of the 
politics consciousness of the people of bumiputera that it is indeed proper that the 
Dutch East Indies is taken care of and enjoyed by the Indies own. Some time after 
Soetardjo's petition was rejected, in 1941 Soetardjo began to be asked questions 
that questioned the Petition's true intent, but when asked that the purpose of the 
petition was to increase the welfare of the people of bumiputera, surely the acting 
officials of the examiner could understand it. This shows that history has proven 
the importance of the role of the ranks of the civil service in upholding the 
authority of the government of the Republic of Indonesia. 
 
Keywords: Soetardjo Petition, Soetardjo Kartohadikoesoemo, Volksraad. 
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MOTTO DAN LEMBAR PERSEMBAHAN 
 
 
Segalanya yang kau lihat mempunyai akarnya di dalam dunia yang tak terlihat. 
Bentuk akan berubah, namun intisarinya tetaplah sama. 
(Jalaludin Rumi) 
 
 
 
 
 
 
Skripsi ini saya persembahkan untuk  
orang-orang yang selalu menyayangi saya. 
Terima kasih atas dukungannya selama ini. 
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Desa : Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas 
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus 
kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul 
dan adat istiadat yang diakui dan dihormati dalam sistem. 
Volksraad :   Dewan Perwakilan Rakyat Masa Hindia Belanda. 
Petisi : Pernyataan yang disampaikan kepada pemerintah untuk 
meminta agar pemerintah mengambil tindakan terhadap 
suatu hal. 
Wedana :  Pembantu pimpinan wilayah Daerah Tingkat II (Kabupaten). 
Politik Etis :  Politik Balas Budi adalah suatu pemikiran yang menyatakan 
bahwa pemerintah kolonial memegang tanggung jawab 
moral bagi kesejahteraan bumiputera. 
Pers : Badan yang membuat penerbitan media massa secara 
berkala. 
Mosi :  Topik yang sedang atau akan dibicarakan dalam suatu debat 
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Liberal :  Sebuah ideologi atau tradisi politik yang didasarkan pada 
pemahaman bahwa kebebasan dan persamaan hak adalah 
nilai politik yang utama. 
Revolusioner  :   Perubahan secara menyeluruh dan mendasar. 
Pamong Praja  :  Sektor pemerintah terutama terdiri dari birokrat karir yang 
diangkat berdasarkan cara profesional daripada ditunjuk 
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maksud untuk memperluas negara itu. 
Staten General : Parlemen Belanda dengan hak anggaran belanja di semua 
negara jajahan (koloni) Belanda. 
Residen : Gubernur Jenderal, yang memerintah atas nama Raja dan 
Ratu Belanda. 
Status Quo : Mempertahankan keadaan sekarang yang tetap seperti 
keadaan sebelumnya. 
Nederland  :  Belanda.  
Holshoudschool  :  Sekolah perempuan zaman Hindia Belanda. 
Sanyoo Naimobo  :  Departemen Dalam Negeri Pada Masa Jepang. 
Gunseikan   : Kepala pemerintahan militer yang dirangkap oleh kepala 
staf di zaman penjajahan Jepang. 
Vaderlandche Club  :  Golongan reaksioner Belanda. 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
A. Dasar Pemikiran 
Soetardjo Kartohadikoesoemo dalam sejarah Indonesia dikenal 
sebagai seorang yang berani dalam menyatakan pendapatnya di Volksraad  
pada masa kolonial, beberapa tahun sebelum Jepang berkuasa di bumi pertiwi. 
Sebagai anggota wakil rakyat dalam Volksraad Soetardjo sangat peduli 
terhadap penderitaan rakyat. Kebijakan pemerintah kolonial yang dinilai 
merugikan rakyat, langsung diprotesnya, seperti halnya dalam bidang politik, 
pendidikan, sosial dan ekonomi yang memang pada dasarnya semua itulah 
yang menjadi landasan dibuatnya Petisi Soetardjo .
1
 
 Petisi  adalah  pernyataan yang disampaikan kepada pemerintah untuk 
meminta agar pemerintah mengambil tindakan terhadap suatu hal. Petisi 
Soetardjo adalah sebutan untuk petisi yang diajukan oleh Soetardjo 
Kartohadikoesoemo, pada 15 Juli 1936 kepada Ratu Wilhelmina serta Staten 
Generaal (parlemen) di Negeri Belanda. Petisi ini diajukan karena semakin 
meningkatnya perasaan tidak puas di kalangan rakyat terhadap pemerintahan 
akibat kebijakan politik yang dijalankan Gubernur Jenderal Hindia Belanda, 
de Jonge.
2
 
                                                          
1
 Somya Samita. 2011 . http://profil.merdeka.com/indonesia/s/soetardjokartohadikusumo. (diakses 
27 Oktober 2017). 
2
 http://www.hariansejarah.id/2016/09/petisi-soetardjo.html (diakses 27 Oktober 2017) 
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Soetardjo Kartohadikoesoemo lahir di Kunduran, Blora Jawa Tengah, 
22 Oktober 1892 adalah putra seorang Asisten Wedana di onder-distrik 
Kunduran, Ngawi, yaitu Kiai Ngabehi Kartoredjo. Sedangkan Ibunda 
Soetardjo, Mas Ajoe Kartoredjo, adalah keturunan keluarga pemerintahan dari 
Banten. Keluarga Soetardjo adalah keluarga pamong praja, semua saudara 
laki-lakinya menjadi pegawai negeri, sedangkan yang perempuan menjadi istri 
pegawai negeri. Walaupun berasal dari keluarga pegawai pemerintahan yang 
terpandang, masa kecil Soetardjo banyak dilalui bersama masyarakat desa.
3
  
Perbandingan Organ Pemerintah Sultan, Hindia Belanda dan 
Republik Indonesia.
4
 
Pemerintahan Sultan Pemerintah Hindia Belanda Pemerintah Sekarang 
Raja/Sultan Resident Gubernur 
- Asisten Residen/Kepala Afdeling - 
Jenang Kep.Onder Afdeling Bupati/Walikota 
- Kep. Distrik/Wedana/Demang - 
- Kep. 
Distrik/Ass.Wedana/Kecamatan 
Camat 
Batin Marga - 
Penghulu Kepala Dusun Kepala Desa 
                                                          
3
 Kartohadikusumo, Setiadi. 1990. Soetardjo ”Petisi Soetardjo” dan Perjuangannya. (Jakarta: 
Penerbit Pustaka Sinar Harapan), Hlm. 125. 
4
 https://media.neliti.com/media/publications/9069-ID-perkembangan-kelembagaan-dari-negeri-dan-
marga-menjadi-desa-di-kecamatan-tungkal.pdf. (Diakses pada tanggal 2 Februari 2018 pukul 20:00). 
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Soetardjo mengembangkan kehidupannya demi menyejahterakan 
masyarakat desa dan di dalamnya masyarakat itu, desa mempunyai sistem 
pemerintahan dan birokrasi tradisional, sebagai unit pemerintahan terendah 
dalam sistem pemerintahan kerajaan maupun sistem pemerintahan kolonial. 
Desa bukan saja merupakan tulang punggung kehidupan pemerintahan tetapi 
desa juga kerap kali menjadi komoditas yang diperas sumber dayanya tanpa 
dibarengi timbal balik kesejahteraan yang layak.
5
 
“Soetardjo Kartohadikoesoemo sebagai pamong praja hidup 
dan berjuang demi rakyat. “secara substansial fungsi yang harus 
dilaksanakan baik oleh pangreh ataupun Pamong Praja tidak 
ditemukan adanya perbedaan yang berarti yakni sebagai pelaksana 
tugas-tugas dekonsentrasi karena Jawa menjadi tempat kedudukan 
utama selama berkuasa karena wilayah pulau yang paling subur ini 
memberikan keuntungan bagi Belanda”.6 
 
Sikapnya ini tertanam sejak kecil berkat kecintaannya terhadap desa. 
Apa yang dilakukannya dalam merevolusi tradisi feodal yang berlaku di 
birokrasi telah menyadarkan kaum pamong praja bahwa ada tugas utama yang 
harus dilakukan mereka, yaitu meningkatkan taraf hidup rakyat yang 
dipimpinnya.  
Koloni merupakan negeri tanah jajahan yang dikuasai oleh sebuah 
kekuasaan asing. Koloni adalah suatu kawasan di luar wilayah negara asal 
atau induk dan tujuan utama kolonialisme adalah kepentingan ekonomi. 
                                                          
5
Taufik Abdullah, A.B. Lapian, 2013. Indonesia Dalam Arus Sejarah Jilid 5. (Jakarta: Ichtiar Baru 
Van Hoeve), Hlm. 101. 
6
 Drs.Chobib Soleh, MM. 2000. Pamong Praja Dalam Prespektif Sejarah. (Depok: Citra Utama), Hlm. 
1 
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Kehadiran kolonialisme di bumi Indonesia adalah fakta historis yang turut 
menentukan perjalanan sejarah bangsa Indonesia. Pada awal tahun tiga 
puluhan keadaan ekonomi Indonesia semakin memburuk karena krisis dunia 
tak reda-reda yang diakibatkan oleh pengurangan kesempatan kerja, 
pemotongan gaji, turunnya harga-harga hasil pertanian dan rendahnya upah. 
Kerangka politik kooperatif arena politik memang sudah tertutup rapat 
terhadap masa aksi, namun ruang gerak masih leluasa untuk membangkitkan 
kesadaran nasional serta gerakan-gerakan atau aksi-aksi yang dapat 
membangun solidaritas dalam dan antar partai. Salah satu titik pengerahan 
gerakan itu ialah apa yang kemudian dikenal sebagai Petisi Soetardjo.
7
 
Soetardjo pada sidang Volksraad 15 Juli 1936 mengusulkan sebuah 
petisi yang ditujukan kepada Volksraad, yang ditandatangani juga oleh 
anggota seperti Ratu Langie, Kasimo, Datoek Toemenggoeng, Ko Kwat 
Tiong dan Alatas. Petisi itu berisi agar Volksraad dengan menggunakan 
kewenangannya pada Pasal 68 Undang-undang Hindia. Pasal 68 Undang-
undang Hindia mengenai Desa dimana ruang lingkup pengaturan Hak 
Masyarakat Desa diatur yang dalam Pasal 68 berkaitan dengan hak untuk 
meminta dan mendapatkan informasi, memperoleh pelayanan, menyampaikan 
aspirasi, memilih dan dipilih, dan mendapatkan pengayoman dan 
perlindungan dari gangguan ketenteraman dan ketertiban. Pengaturan hak dan 
kewajiban masyarakat desa ini telah memperkuat peran masyarakat desa 
                                                          
7
 Sartono Kartodirdjo, 1993. Pengantar Ilmu Sejarah Baru: Sejarah pergerakan Nasional. (Jakarta. 
Gramedia Pustaka Utama). 
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sebagai subjek pembangunan di wilayahnya sendiri, sehingga diharapkan 
pengaturan ini membuka ruang bagi masyarakat untuk bersifat aktif dalam 
pembangunan di wilayahnya. Pengaturan ini juga akan membangun 
kesetaraan dalam memperoleh pelayanan dan hak politik.
8
 Pasal 68 tersebut 
menuntut untuk diselenggarakannya konferensi para wakil Belanda dan 
bumiputera atas dasar persamaan, dengan menyusun sebuah rencana, untuk 
diterapkan di Hindia Belanda, melalui pembaharuan bertahap dalam waktu 
sepuluh tahun, agar memperoleh otonomi sesuai batas-batas Pasal 1 grondwet. 
Usul ini disertai dengan rencana menyerahkan pernyataan itu kepada Ratu 
Belanda dan kedua majelis yang ada di parlemen Belanda (Staten Generaal).
9
 
Rumusan petisi itu bersifat sangat moderat, yang sungguh 
mencerminkan tidak hanya jiwa kooperatif tetapi juga sikap hati-hati dengan 
memakai langkah yang legal, lagipula tidak keluar dari kerangka 
konstitusional yang berlaku. Jelaslah bahwa petisi itu tidak revolusioner 
sifatnya. Walaupun bermanfaat untuk penjajagan pendirian pihak masing-
masing. Sudah barang tentu petisi itu banyak menimbulkan reaksi baik di 
kalangan resmi maupun yang tidak resmi, yang menunjukkan 
keanekaragaman corak partai dan pendirian politik tertentu. 
Adapun isi petisi yang dimajukan dalam kesimpulannya ialah sebagai 
berikut:  
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“Jang bertanda tangan berpendapat, bahwa melalui perobahan 
berangsur-angsur dalam tempo sepuluh tahun, atau dalam satu tempo 
jang oleh conferentie dipandang tjukup untuk mentjapai tudjuan jang 
dimaksud, kepada Hindia Belanda dapat diberikan kedudukan sendiri 
dalam batasan-batasan sebagai jang ditetapkan dalam Pasal 1 
Grondwet. Dengan hormat memadjukan pertimbangan, supaja 
mengadakan conferentie antara kedua rakjat, jang atas dasar 
persamaan hak menjusun rentjana untuk melaksanakan permohonan 
jang tersebut di atas”.10 
 
Inisiatif itu keluarnya bukan dari pergerakan politik, tetapi dari korps 
pamong praja, dari pergerakan pegawai pemerintah karena masyarakat belum 
pernah mengalami hal yang sebagian itu, maka pada awalnya masyarakat 
bersikap acuh tak acuh mendengarkan kata-kata tentang hal itu yang keluar 
dari Volksraad. Masyarakat seakan-akan belum sadar akan pentingnya isi 
kalimat-kalimat yang didengarnya itu. Tabrani, hoofdredactuur Harian 
Pemandangan yang terbit di Jakarta terhadap Petisi Soetardjo yang telah 
dimajukan di Volksraad dan telah disahkan oleh Dewan Rakyat itu dengan 
mengupas secara singkat isi petisi tersebut. 
Pada Sidang Volksraad 29 November 1938, ketua sidang  
membacakan Surat Keputusan Ratu Belanda nomor 40 tertanggal 16 
November 1938 tentang penolakan Petisi Soetardjo. Adapun penolakan itu 
didasarkan pada alasan bahwa bangsa Indonesia belum mampu untuk 
memikul tanggung jawab di wilayah Hindia Belanda bedasarkan kekuatannya 
sendiri. Mendengar langsung dalam sidang Volksraad Soetardjo 
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mengomentarinya bahwa pemerintah Belanda telah bersikap sombong dan 
ceroboh. Berita ini segera menyebar ke seluruh penjuru tanah air. 
Dapat diduga bahwa petisi itu tipis kemungkinannya untuk diterima 
Dewan Perwakilan Belanda. Jawaban formal mencakup alasan-alasan sebagai 
berikut: 
1) Berdasarkan tingkat perkembangan politik di Indonesia petisi sangat 
prematur dalam hubungan itu. 
2) Dipersoalkan bagaimana kedudukan minoritas di dalam struktur politik 
baru itu. 
3) Siapakah yang akan memegang kekuasaan nanti. 
4) Tuntutan ekonomi dipandang sebagai hal yang tidak wajar alamiah, 
karena pertumbuhan ekonomi, sosial, dan politik belum memadai. 
Sejak itu, surat-surat kabar berbahasa Indonesia di seluruh negeri dan 
surat-surat kabar berbahasa Belanda di Indonesia dan di Belanda menulis 
karangan-karangan tentang petisi tersebut. Pergolakan nasional dan kekuatan 
rakyat dalam negeri sendiripun bisa turut berbicara.  
“Apa yang saya peringatkan kepada Belanda yang mabuk 
kekuasaan, oleh Tuhan Yang Maha Adil telah dipenuhi, pembicaraan 
dalam sidang Volksraad tentang petisi kita mulai pada tanggal 17 
September 1936. Pada tanggal yang sama, yaitu tanggal 17 Agustus 
1945, menjadi dalam tempo 10 tahun, seperti yang tercantum dalam 
petisi, bangsa Indonesia memproklamirkan “kemerdekaan” penuh.” 
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Alasan terakhir merupakan bukti nyata bahwa pihak kolonial 
senantiasa menghendaki status quo; setiap perubahan dianggapnya sebagai 
ancaman sehingga petisi dianggap terlalu prematur. Perkembangan di bawah 
pimpinan Belanda-lah yang dianggap wajar alamiah.  
Tabrani, redaktur kepala Harian Pemandangan, menuliskan sebuah 
artikel penting mengenai penolakan Ratu terhadap Petisi Soetardjo, dengan 
tibanya penolakan terhadap Petisi Soetardjo, berbagai suara dari sejumlah 
kalangan mulai terdengar dari kubu bumiputera terutama, terdapat 3 suara: 
1) Kelompok anti: mereka berpendapat bahwa hal itu memang tidak 
mungkin diterima. Petisi itu hanya menghabiskan energi Soetardjo dan 
rekan-rekannya yang bukan manusia realistis melainkan manusia yang 
idealis. 
2) Kelompok pro: apa yang menyebabkan penolakan ini harus diketahui, 
dan harus jalan terus, karena tidak ada cara lain selain terus 
memperjuangkannya. 
3) Kelompok netral: mereka menghendaki untuk menghentikan semua aksi 
di parlemen dan berunding dengan Belanda yang perlu adalah 
menggalang, persahabatan yang telah ditolak. 
Tahun 1938 para pendukung petisi di mana-mana menyelenggarakan 
rapat-rapat umum untuk menyatakan dukungan kepada petisi itu, sedangkan 
dalam kelompok Belanda yang diwakili oleh golongan Zentgraaf, orang 
menyambut baik penolakan itu. Soetardjo harus mengetahui bahwa petisinya 
tidak berarti apa-apa apabila bertujuan untuk melemahkan integrasi Belanda.  
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Di kalangan Indo-Eropa yang dalam Volksraad memberikan suara 
mendukung petisi itu bersikap sangat dingin, tidak mengeluarkan suara 
sedikitpun ketika mendengar penolakan itu. Namun, terlepas dari semua ini, 
apakah orang mendengar atau tidak, gerakan petisi akan terus berlangsung: 
Soetardjo telah berjuang. Tanpa mempedulikan ras: Belanda, Cina, Arab, 
Indonesia, setiap orang yang menghendaki kemajuan Hindia berkepentingan 
pada tujuan yang dimuat dalam Petisi Soetardjo. 
Kini Belanda menolak karena suara di Hindia Belanda tidak bersatu. 
Namun harus diyakini bahwa Belanda dan Hindia akan menyadari hal itu bila 
tidak ada jalan lain yang bisa ditempuh. Menurut Tabrani, nasib Petisi 
Soetardjo tidak terletak di tangan Belanda, melainkan tergantung pada Hindia 
di bawah pengaruh kondisi politik internasional.
11
 
Selama kekuasaannya, Belanda telah berusaha untuk memecahkan 
persoalan pertahanan Indonesia, seperti kita sekarang sebagai bangsa yang 
merdeka harus memecahkan persoalan itu.
12
 Soetardjo Kartohadikoesoemo 
melalui petisinya telah membuka mata semua pihak bahwa cita-cita menjadi 
bangsa yang mandiri berdaulat dapat terus diperjuangkan. 
 
 
                                                          
11
 „Wij gaan door‟ dalam Het nieuws van den dag voor Nederlandsch Indie, 22 Desember 1937, 
lembar ke-2. 
12
May. Jen. T.B. Simatupang, 1981-1985. Pelopor Dalam Perang Pelopor Dalam Damai. (Jakarta: 
Penerbit Sinar Harapan). 
10 
 
B. Pembatas Masalah dan Rumusan Masalah 
Pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana dapat 
meluasnya kesadaran politik masyarakat desa dalam Petisi Soetardjo 1936-
1938. Batasan spasial dalam penelitian ini adalah pulau Jawa khususnya Jawa 
Timur. Batasan temporal yang dipilih dalam penelitian kali ini adalah kurun 
waktu 1936-1938. Tahun 1936 dipilih karena tahun ini adalah saat pertama 
kalinya Petisi Soetardjo dicetuskan. Tahun 1938 dipilih karena merupakan 
saat dimana Petisi itu ditolak oleh Ratu Wihelmina. Petisi Soetardjo ditolak 
mengakibatkan adanya sosialisasi kepada masyarakat desa dan mengakibatkan 
masyarakat desa mulai menyadari isi petisi tersebut sehingga meluasnya 
kesadaran politik masyarakat desa. 
1. Bagaimana latar belakang dan proses perjuangan Petisi Soetardjo? 
2. Bagaimana dampak pengaruh adanya Petisi Soetardjo terhadap Pergerakan 
Nasional Indonesia? 
C. Kegunaan Penelitian 
Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan 
pengetahuan dan mengangkat peran Soetardjo dalam masa Pergerakan 
Nasional. Penelitian ini juga diharapkan menjadi sumbangan literatur bagi 
mahasiswa program studi Pendidikan Sejarah Universitas Negeri Jakarta yang 
berkaitan dengan penelitian ini. 
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D. Metode dan Bahan Sumber 
1. Metode Penelitian 
Penelitian ini menggunakan metode sejarah yang disajikan dalam 
bentuk deskriptif dan naratif. Penyajian secara deskriptif dan naratif 
bertujuan untuk menyajikan kejadian dalam dimensi ruang dan waktu 
secara berurutan agar aspek perubahan dan perkembangan yang 
merupakan esensi utama dari penellitian sejarah dapat dijelaskan dengan 
baik.  
Kuntowijoyo membagi penelitian sejarah dalam lima tahap, yaitu 
meliputi (1) pemilihan topik, (2) pengumpulan sumber, (3) verifikasi 
(kritik sejarah, keabsahan sumber), (4) interpretasi: analisis dan sintesis, 
dan penulisan (5).
13
 
Tahap pertama yaitu pemilihan topik. Topik penelitian dipilih 
berdasarkan kedekatan emosional dan kedekatan intelektual peneliti. 
peneliti memiliki ketertarikan dan minat dengan persoalan-persoalan yang 
berkaitan dengan salah satu tokoh yang terlupakan dalam Sejarah 
Pergerakan Indonesia yakni Soetardjo Kartohadikoesoemo yang dikenal 
dengan petisinya yaitu Petisi Soetardjo. Secara intelektual peneliti  telah 
membaca banyak buku-buku dan sumber bacaan lain yang membahas 
tentang Petisi Soetardjo. 
Tahap kedua yaitu pengumpulan sumber. Dalam penelitian ini peneliti 
mengumpulkan sumber baik sumber primer maupun sumber sekunder 
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yang terkait dengan penelitian mengenai Petisi Soetardjo. Sumber primer 
didapatkan melalui wawancara alumnus FISIP UI selaku cucu Soetardjo 
Kartohadikoesoemo yang bernama Dra. Indiyarsih. Sumber sekunder 
dikumpulkan beberapa buku-buku, foto, dan surat kabar (sezaman) yang 
diperoleh dari Museum Perumusan Nakah Proklamasi, Museum 
Kebangkitan Nasional, ARSIP Nasional, Perpustakaan Nasional, 
Perpustakaan UNJ, Perpustakaan FIS UNJ, Perpustakaan Sejarah UNJ. 
Tahap ketiga adalah verifikasi atau kritik sumber yang dilakukan 
untuk menemukan otentisitas (keaslian) dan kredibilitas sumber. Kritik 
sumber untuk mendapatkan otentisitas dilakukan dengan kritik ekstern. 
Kritik sumber untuk mendapatkan kredibilitas dilakukan dengan kritik 
intern.  
Tahap keempat adalah interpretasi. Interpretasi dilakukan dengan 
analisis dan sintesis. Analisis dilakukan dengan menguraikan sumber-
sumber yang diperoleh dan sintesis dengan penyatuan uraian yang telah 
dianalisis untuk memperoleh pengertian yang utuh. Hasil penafsiran ini 
yang akan membantu dalam penulisan sejarah. 
Tahap kelima sekaligus terakhir adalah penulisan sejarah atau 
historiografi. Penulisan penelitian ini disajikan dengan menggunakan 
deskriptif-naratif. Penulisan sejarah sangat mengedepankan aspek 
kronologis, untuk itu periode dalam penelitian ini dibuat dalam rentang 
waktu 1936-1938. Penelitian bertujuan untuk memfokuskan masalah 
penelitian ini yakni mengenai petisi itu sendiri dan menceritakan tentang 
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apa  yang melatarbelakangi adanya petisi tersebut serta mengangkat peran 
Soetardjo dalam pergerakan nasional khususnya dalam dunia pendidikan 
yang kebanyakan tidak mengetahui salah satu tokoh pergerakan nasional 
yang memiliki kontribusi dalam kemerdekaan Indonesia. 
2. Bahan dan Sumber 
Sumber primer didapatkan wawancara alaumni FISIP UI selaku cucu 
Soetardjo Kartohadikoesoemo yang bernama Dra. Indiyarsih. Sumber 
sekunder dikumpulkan beberapa buku-buku, foto, dan surat kabar 
(sezaman) yang diperoleh dari Museum Perumusan Naskah Proklamasi 
Kemerdekaan, Musem Kebangkitan Nasional, ARSIP Nasional, 
Perpustakaan Nasional, Perpustakaan UNJ, Perpustakaan FIS UNJ, 
Perpustakaan Sejarah UNJ. 
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BAB II 
LATAR BELAKANG MUNCULNYA PETISI SOETARDJO 
A. Kondisi Sosial Ekonomi Hindia Belanda Tahun 1930  
Setelah VOC dibubarkan, maka wilayah Nusantara atau saat itu lebih 
disebut Hindia Belanda dikuasai langsung oleh Pemerintah Kolonial Hindia 
Belanda. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa VOC dibubarkan karena 
mengalami kebangkrutan dimana salah satu penyebabnya adalah praktik 
korupsi dalam kongsi dagang tersebut. Sebuah pelajaran bahwa korupsi 
adalah sebuah penyakit yang sudah ada sejak dahulu dan berdampak buruk 
terhadap eksistensi suatu organisasi. 
Lalu bagaimana dengan kondisi perekonomian Hindia Belanda pada 
saat dikuasai pemerintah kolonial Belanda? Jika dilihat dari siapa yang 
menikmati produktivitas perekonomian, tidak jauh berbeda dengan masa 
pendudukan VOC. Rakyat pribumi memperoleh manfaat yang paling sedikit, 
karena keuntungan dari produktivitas itu lebih banyak mengalir ke negara 
penjajah. Eksploitasinya didasarkan kepada dua faktor yang menguntungkan, 
yaitu tanah yang subur dan buruh yang murah. Dua faktor yang memperbesar 
tenaga konkurensi. Produksi tidak dilakukan untuk memuaskan keperluan di 
dalam negeri, melainkan untuk pasar dunia yang menjamin keuntungan yang 
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sebesar-besarnya, sebagai daerah penjualan barang-barang industri Nederland, 
Indonesia belum begitu berharga. Fungsi ekonominya yang terutama ialah 
sebagai daerah produksi semata-mata karena itu exsport-economie menjadi 
corak perekonomian Hindia Belanda.
1
 
Perkembangan politik yang ada semakin diperburuk dengan pergantian 
Gubernur Jenderal de Graff yang masa jabatannya telah berakhir pada tahun 
1931 dan digantikan oleh Jonkheer Mr. B.C.D de Jonge, seorang konservatif 
tulen yang amat memusuhi dunia pergerakan. Ia seorang yang tidak punya 
waktu mendengarkan kritik dari kaum pergerakan dan menganggap semua 
ocehan kaum pergerakan sebagai agitasi yang harus segera dibungkam.
2
  
Pergantian ini merupakan garis pemisah antara dua zaman politik kolonial 
Belanda di Indonesia dalam empat puluh tahun terakhir dari kekuasaan 
mereka. Perbedaan prinsipnya adalah etis dan non-etis. Tujuan utama dari 
politik kolonial sejak tahun 1931 adalah mempertahankan dengan segala 
upaya Rust en Orde (Tata tenteram) yang berarti jangan sampai ada perubahan 
di dalam masyarakat dan terutama tidak melancarkan reforms, malahan 
sebaliknya prinsip kebijaksanaan yang diambil adalah kembali mengokohkan 
sendi-sendi tradisional  dan daerah Indonesia.
3
 
Pada masa awal tahun 1930-an pergerakan kebangsaan Indonesia 
mengalami masa krisis. Keadaan seperti itu disebabkan beberapa hal. 
Pertama, akibat krisis ekonomi atau malaise yang melanda dunia, memaksa 
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Hindia Belanda untuk bertindak reaksioner dengan tujuan menjaga ketertiban 
dan keamanan. Dalam rangka kebijakan itu, pemerintah Hindia Belanda 
mengeluarkan beberapa pasal karet dan exorbitante rechten secara lebih 
efektif. Kedua, diterapkannya pembatasan hak berkumpul dan berserikat yang 
dilakukan pengawasan ekstra ketat oleh polisi-polisi Hindia Belanda yang 
diberi hak menghadiri rapat-rapat yang diselenggarakan oleh partai politik. 
Selain itu juga dilakukan pelarangan bagi pegawai pemerintah untuk menjadi 
anggota partai politik. Ketiga, tanpa melalui proses terlebih dahulu Gubernur 
Jenderal dapat menyatakan suatu organisasi pergerakan atau kegiatan yang 
dilakukannya bertentangan dengan law and order sesuai dengan Koninklijk 
Besluit tanggal 1 September 1919. Peraturan itu merupakan modifikasi dari 
Pasal 111 R.R (Regering Reglement). Keempat, banyak tokoh pergerakan 
kebangsaan di Indonesia yang diasingkan, seperti Soekarno, Hatta dan 
Syahrir. 
Gubernur Jenderal de Jonge tidak mengakui eksistensi pergerakan 
nasional, sehingga tindakannya selalu mencurigai organisasi-organisasi 
pergerakan nasional. Beberapa peraturan mengenai larangan berkumpul dan 
berapat, hukuman bagi pegawai yang menggabungkan diri pada kegiatan 
„ekstrimistis‟, dan hak-hak yang membuang dan menginternir kaum nasionalis 
radikal, selaras dengan politik kekerasan menunjukkan kurang pengertian 
akan nasionalisme Indonesia. Namun, dasarnya memang pihak lain, terutama 
kepentingan kaum pengusaha, perlu dibela dan dipertahankan selama masa 
krisis itu. Peningkatan Pergerakan Nasional  menjadi dasar politik penindasan 
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de Jonge. Selama pemerintahannya banyak diterapkan hak-hak exorbitant 
dengan menginternir Ir. Soekarno ke Flores dan kemudian ke Bengkulu, serta 
Drs. Moh. Hatta dan Sjahrir ke Digul Atas dan kemudian ke Banda. Ditambah 
lagi berpuluh-puluh orang yang dibuang karena terlibat pemberontakan tahun 
1926 dan 1927 serta aktivis radikal pada tahun-tahun berikutnya ke Digul 
Atas atau Tanah Merah. Kecuali kaum komunis juga anggota partai nasional 
radikal seperti, PNI, Partindo dan Permi dibuang kesana. Alat represif yang 
sangat efisien dari pemerintah kolonial Belanda adalah Politieke Inlichtingen 
Dienst (PID), yaitu polisi yang ditugaskan untuk mengawasi gerakan-gerakan 
nasional, disebar dan diberi kuasa untuk menghadiri setiap rapat baik yang 
bersifat politik maupun tidak. PID diberi wewenang untuk menghentikan 
pembicara yang mengecam politik pemerintah, membubarkan rapat dan 
menangkap peserta yang dicurigai. PID merupakan semacam badan 
penyelidik. Polisi-polisi PID ini merupakan momok bagi gerakan nasional 
Indonesia dan merupakan alat kolonial yang ampuh untuk melumpuhkan 
gerakan nasional.
4
 Demikianlah pergerakan nasional tampak mengalami 
kelumpuhan gerak. Sedangkan di bidang ekonomi dia selalu berusaha untuk 
meningkatkan perusahaan-perusahaan serta menghemat pengeluaran negara, 
sebagian akibat depresi ekonomi tahun 1930. Pendidikan bagi golongan 
pribumi semakin dibatasi, antara lain dengan dikeluarkannya Ordonansi 
Pengawasan (Toezicht Ordonantie) pada tahun 1932. Dengan Ordonansi ini 
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segala penyelenggaraan pengajaran yang mengancam ketertiban masyarakat 
dilarang. Dalam hal ini sekolah-sekolah diselenggarakan oleh Ki Hadjar 
Dewantara diawasi dengan sangat ketat. Keresahan politik, pergolakan dan 
pemberontakan tampak merupakan gejala yang timbul sebagai reaksi terhadap 
politik reaksioner de Jonge. Ordonansi sekolah liar yang diberlakukan 
pemerintah kolonial membuat aktivis-aktivis pergerakan 1930an menghindari 
politik massa yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban umum. Kaum 
terpelajar bumi putera dengan ordonansi itu dibatasi ruang geraknya untuk 
berkumpul dengan penduduk pribumi. Sementara itu, kata “politik” menjadi 
momok bagi penduduk bumi putera. Persoalan “politik” menjadi urusan polisi 
kolonial, erat kaitannya dengan rust en orde.  
Pemerintah Hindia Belanda tidak bersedia memulihkan hak politik 
bagi pergerakan nasional di Indonesia. Tetapi Hindia Belanda masih 
membiarkan organisasi pergerakan yang moderat untuk hidup. Hal itu juga 
disebabkan beberapa hal seperti menjamin demokrasi yang makin tumbuh 
pasca Perang Dunia I, keamanan yang diciptakan organisasi itu, dan sebab-
sebab lainnya yang dianggap tidak merugikan pihak Hindia Belanda. 
Pemerintah Belanda tidak hendak mematikan pergerakan di Indonesia. 
Mereka tahu bahwa perasaan rakyat yang tidak tersalurkan karena dibungkam 
oleh pemerintah akan mencari jalan lain yang dapat menimbulkan gerakan-
gerakan eksplosif yang tidak diinginkan. Pemerintah Hindia Belanda hanya 
hendak melemahkan aktivitas pergerakan yang bersifat radikal-revolusioner. 
Yang diharapkan oleh pemerintah kolonial adalah semacam nasionalisme 
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yang lunak dan kompromis, yang dapat digunakan sebagai alat untuk 
membendung perasaan rakyat yang membara dan menyalurkan ke arah 
pergerakan yang tidak membahayakan kedudukan pemerintah Hindia 
Belanda. 
Kebijakan politik pemerintah Belanda terhadap negeri jajahan pada 
awal abad ke-20 mengalami perubahan. Awal abad ke-20 ditandai dengan 
perkembangan ekonomi yang pesat dan perluasan birokrasi pemerintah 
kolonial secara besar-besaran di Indonesia.
5
 Berkuasanya kaum liberal di 
parlemen Belanda turut menentukan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah 
Belanda terhadap negeri jajahan. Kaum liberal yang mengusung kebebasan 
dan persamaan derajat menginginkan agar negeri jajahan diberikan 
kesejahteraan.  Pada akhir abad ke-19, mulai muncul perhatian terhadap orang 
pribumi. Politik kolonial Belanda berkembang menuju gagasan yang 
menyatakan bahwa politik kolonial tidak boleh lagi hanya bersandar 
sepenuhnya pada prinsip-prinsip ekonomi liberal. Pada awal abad ke-19, 
kebijakan Pemerintah Belanda pun mulai berubah. Eksploitasi terhadap 
Indonesia mulai berkurang. Kebijakan ini kemudian dinamakan sebagai 
“politik etis” dengan maksud kebijakan untuk “mensejahterakan” penduduk 
pribumi koloni Belanda.
6
 Politik etis bermula dari tulisan Van Deventer yang 
                                                          
5
 Djumhur, Sejarah Pendidikan, (Bandung : CV ILMU, 1944), hlm. 135. 
6
 Elsbeth Locher Scholten, 1936.  Etika yang Berkeping-keping. Terj. Nicolette P. Ratih, (Jakarta: 
Djambatan). hlm.39. 
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berjudul “Een Ereschuld” (Hutang Budi), yang dimuat dalam majalah De 
Gids pada tahun 1901.
7
 
Kebijakan yang terpenting di antara kebijakan-kebijakan Hindia 
Belanda adalah pada kebijakan pendidikannya. Hal ini sebagaimana dikatakan 
Brugmans bahwa, politik pendidikan bukan hanya suatu bagian dari politik 
kolonial akan tetapi merupakan inti politik kolonial, oleh karena itu 
diselenggarakannya pendidikan di Indonesia
8
 oleh pemerintah Hindia Belanda 
lebih ditekankan untuk kepentingan penjajah daripada rakyat jajahannya 
sendiri, kalaupun pada akhirnya Kolonial Belanda membuka kesempatan bagi 
rakyat pribumi, tujuannya tidak lain “membentuk kelas elit dan menyiapkan 
tenaga terdidik sebagai buruh rendahan”.9 Kebijakan politik etis mulai 
diberlakukan di berbagai wilayah Indonesia, terutama di Jawa karena Jawa 
merupakan pusat wilayah kekuasaan pemerintah Hindia Belanda. 
 
 
                                                          
7
 Majalah yang diterbitkan oleh Pemerintah Belanda di wilayah Belanda, yang dalam salah satu 
artikelnya memuat sikap dari Pemerintah Kolonial Belanda yang dianggap tidak mempunyai rasa 
kemanusiaan. hlm.40. 
8
 S. Nasution, Sejarah Pendidikan Indonesia, Cet.II, (Bandung: Jemmars, 1987), hlm. 3. Istilah 
“koloni” berasal dari bahasa Latin colonia, yang artinya tanah, tanah pemukiman atau jajahan. 
Sedangkan dalam arti luas, adalah pemukiman warga suatu negara di wilayah di luar negara mereka; 
biasanya suatu wilayah di seberang lautan, yang kemudian mereka nyatakan sebagai wilayah mereka. 
Istilah “kolonialisme” adalah suatu sistem di mana suatu negara menjalankan politik pendudukan atau 
penjajahan terhadap wilayah lain. Lihat,Hassan Shadily, Ensiklopedi Indonesia,Jil. 3, (Jakarta: Ichtiar 
Baru van Hoeve, 1982), hlm. 1811-1812. 
9
Ary H. Gunawan, Kebijakan-kebijakan Pendidikan,(Jakarta: Rineka Cipta, 1995), hlm. 21  
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B. Soetardjo Sebagai Pelopor Petisi 
 
Soetardjo Kartohadikoesoemo 
Sumber: http://anomalisemesta.blogspot.co.id/2007/11/soetardjo-
kartohadikoesoemo.html (diakses tanggal 24 Januari 2018) 
 
Soetardjo Kartohadikoesoemo dilahirkan pada 22 Oktober 1892. Ayah 
Soetardjo adalah seorang Assistant-Wedono di onder-distrik Kunduran, 
Ngawi, yaitu Kiai Ngabehi Kartoredjo. Sedangkan Ibunda Soetardjo, Mas 
Ajoe Kartoredjo, adalah keturunan keluarga pemerintahan dari Banten. 
Keluarga Soetardjo adalah keluarga pamong praja. Semua saudara laki-
lakinya menjadi pegawai negeri, sedangkan yang perempuan menjadi istri 
pegawai negeri. Walaupun berasal dari keluarga pegawai pemerintahan yang 
terpandang, masa kecil Soetardjo banyak dilalui bersama masyarakat desa. 
Hal itu mengilhaminya di kemudian hari untuk menulis buku tentang desa. 
Pada usia 7 tahun, yaitu pada 1899, Soetardjo masuk sekolah Jawa di Ngawi 
karena adanya aturan bahwa hanya putra Bupati saja yang dapat masuk 
sekolah Belanda. Namun Pada 22 Oktober 1900, aturan tersebut dihapuskan 
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dan Soetardjo masuk sekolah Belanda di Blora namun tetap tinggal di Ngawi. 
Sekolah di Blora dijalani hingga kelas 5, kemudian pindah sekolah Belanda di 
Tuban karena kepindahan ayahnya menjadi Assistant Wedono di Kawedanaan 
Banjar Kabupaten Tuban. Di sinilah Soetardjo menamatkan sekolah yang 
keseluruhan hanya ditempuh selama 7 tahun, dari 9 tahun masa sekolah yang 
seharusnya. Di akhir sekolahnya, Soetardjo mengikuti dan lulus ujian menjadi 
pegawai rendah (kleinambtenaarsexamen) pada 1906. Namun, Soetardjo tidak 
memilih menjadi pegawai rendah, tetapi melanjutkan sekolahnya pada 
Sekolah Menengah Pamong Praja (Opleiding School Voor Inlandse 
Ambtenaaren atau OSVIA) di Magelang. Di sekolah ini, Soetardjo hanya 3 
bulan duduk di kelas satu, dan oleh direktur sekolah langsung dinaikkan ke 
kelas 2 sehingga dapat menyelesaikan dalam waktu 4 tahun dari 5 kelas yang 
ada.
10
 
Pada masa studinya di OSVIA, Soetardjo mulai bersentuhan dengan 
organisasi pergerakan. Pada 1909, Soetardjo yang saat itu berusia 17 tahun 
telah terpilih sebagai Ketua Cabang Boedi Oetomo hingga 1911 saat 
meninggalkan sekolah dan “magang” kerja pada kantor Assisten Resident di 
Blora. Saat itu yang menjadi Ketua Boedi Oetomo adalah R.T.A. 
Tirtokoesoemo, Bupati Karanganyar. Tidak sampai 1 tahun magang, pada 19 
Oktober 1911 Soetardjo diangkat sebagai pembantu juru tulis (hulpschrijver) 
pada kantor Resident Rembang. Dua bulan kemudian, yaitu pada 23 
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 Kartohadikoesoemo, Setiadi. Soetardjo: “Petisi Soetardjo” Dan Perjuangannya. Jakarta: Pustaka 
Sinar Harapan, 1990. Hlm 3-4 
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Desember 1911, diangkat sebagai juru tulis jaksa, serta lima bulan kemudian 
diangkat sebagai Mantri Kabupaten. Setelah menduduki jabatan tersebut 
selama 19 bulan, Soetardjo diangkat sebagai Assistant-Wedono. Jabatan-
jabatan tersebut membuat Soetardjo banyak belajar melakukan pekerjaan-
pekerjaan pemerintahan hingga membuat berita acara pemeriksaan serta 
berkas tuntutan jaksa. Sebagai pembantu juru tulis, yang dilakukan adalah 
membuat konsep surat-surat dan daftar-daftar dalam bahasa Indonesia dan 
Belanda, serta memegang agenda dan pengarsipan. Sebagai juru tulis jaksa, 
yang dilakukan adalah membuat berita acara (voorlopig onderzoek) dan 
proces-verbaal mulai dari perkara pelanggaran (overtredingen) ringan hingga 
kejahatan (misdrijfzaken) berat. Walaupun dibesarkan dalam keluarga 
birokrat Jawa, namun Soetardjo memiliki pandangan yang menentang 
feodalisme, terutama yang merendahkan masyarakat pribumi di hadapan 
orang Belanda. Saat menjabat sebagai Mantri, Soetardjo mengajukan protes 
terhadap tata cara konferensi yang menempatkan pamong praja dengan 
pakaian hitam memakai keris dan duduk silo di atas tikar, sedangkan pegawai 
Belanda duduk di atas kursi. Pada konferensi bulan berikutnya, semua 
pamong praja dibolehkan memakai sikepan putih dan duduk di atas kursi.  
Pada 1913, Soetardjo mendapatkan kenaikan pangkat sebagai Assisten 
Wedono onderdistrik Bogorejo di daerah Blora. Pada saat itulah sang Ibu 
menyatakan bahwa untuk dapat memimpin rakyat dengan baik, Soetardjo 
harus didampingi oleh istri. Sesuai dengan tradisi Jawa saat itu, yang berperan 
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mencarikan calon istri adalah orang tua Soetardjo. Akhirnya, Soetardjo 
menikah dengan putri Wedono Binangun, Siti Djaetoen Kamarroekmini, pada 
usia 22 tahun. Saat menjabat sebagai Assistent Wedono Bogorejo, Soetardjo 
menggagas dan memelopori berdirinya koperasi untuk meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat desa yang terpuruk karena praktik tengkulak. Modal 
koperasi diperoleh dari aandeel (saham) setiap pegawai negeri, pegawai 
masjid, kepala desa dan pamong desa. Dengan modal tersebut didirikan toko 
kebutuhan masyarakat serta untuk membeli hasil bumi rakyat dengan harga 
yang menguntungkan. Gagasan ini pada masa kemudian dilanjutkan dengan 
mendirikan Soetardjo Bank dan pada masa kemerdekaan diwujudkan dengan 
mendirikan Bank Pegawai. Gagasan ini oleh Soetardjo disebut sebagai wujud 
dari ekonomi kekeluargaan dan ekonomi Pancasila. Pada 18 Oktober 1915, 
Soetardjo diangkat sebagai jaksa dengan pangkat Pembantu Jaksa Kepala 
(Adjunct Hoofdjaksa) di Rembang. Tugas jabatan ini tidak hanya di bidang 
justisi sebagai penuntut umum tetapi juga diperbantukan sebagai sekretaris 
dan kepala residen merangkap raad van plaatselijk bestuur. Pada saat 
menjabat sebagai jaksa itu, Soetardjo juga terpilih sebagai Wakil Ketua 
Pengurus Besar Perhimpunan Oud Osvianen Bond (OOB) dengan Ketuanya 
adalah M. Moh Tayib, Jaksa Karanganyar. Pada 30 Agustus 1918, Soetardjo 
ditugaskan untuk meneruskan sekolah di Bestuuracademie mulai 1919 dan 
selesai pada 1921. Saat menamatkan sekolah tersebut, Soetardjo mendapatkan 
tawaran bekerja di Jakarta sebagai Wedono. Tawaran tersebut diterima 
dengan syarat mendapatkan izin dari Residen Rembang tempat awal kerjanya. 
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Residen Rembang ternyata berkeberatan dan menempatkan Soetardjo sebagai 
Kepala onder-distrik Sambong di Kabupaten Blora. Di daerah ini telah ada 
perusahaan minyak milik Belanda, yaitu Bataafsche Petroleum Maatschappij 
(BPM). Tidak sampai satu tahun, pada Oktober 1921 Soetardjo dipindahkan 
sebagai Kepala onder distrik Bangilan di Tuban hingga Januari 1924 saat dia 
diangkat sebagai Wedono Distrik Tambakrejo Kabupaten Bojonegoro. Pada 
1926 kembali dipindahkan sebagai Wedono di wilayah yang lebih penting, 
yaitu Distrik Sumberejo di Kabupaten Bojonegoro. Soetardjo berhasil 
mendirikan sebuah sekolah perempuan (huishoudschool) serta meningkatkan 
kesejahteraan masyarakat melalui penjualan hasil bumi. 
Pada 1929, Gubernur Jawa Timur, Handerman, berkunjung ke 
Sumberrejo dan menanyakan apakah Soetardjo bersedia pindah ke distrik 
yang lebih besar, yaitu Distrik Papar di Kediri. Soetardjo menyatakan bersedia 
dan bertugas sebagai Wedono Papar. Namun tugas itu hanya dijalaninya 
selama lima bulan karena Gubernur telah memutuskan untuk mengusulkan 
pengangkatan Soetardjo sebagai patih di Gresik. Dalam jabatan itu, Soetardjo 
mendapat tugas-tugas penting. Bahkan Bupati Gresik saat itu, R.A.A. 
Suryowinoto, menyatakan bahwa mulai saat itu yang menjadi Bupati adalah 
Soetardjo bahkan menggantikan kedudukan Bupati sebagai Landrechter. 
Bupati sendiri akan bekerja di kantor saja, kecuali ada hal-hal yang sangat 
penting. 
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Pada 1929 tersebut telah lahir organisasi Perhimpunan Pegawai 
Bestuur Bumiputra (PPBB) menggantikan Oud Osvianen Bond yang telah 
dibubarkan. Oleh Pengurus Besarnya diumumkan bahwa PPBB akan turut 
serta dalam pemilihan anggota-anggota Volksraad, provinciale raad, 
regentschapsraad, gemeenteraad dan groepsgemeenschapsraad. Sebagai Wakil 
Ketua Pengurus Besar PPBB, Soetardjo dicalonkan dan terpilih menjadi 
anggota Volksraad mewakili Jawa Timur bersama dengan R.A.A. 
Cakraningrat, Bupati Bangkalan. Soetardjo mulai aktif sebagai anggota 
Volksraad pada Juni 1931 yang merupakan awal perjuangannya di arena 
politik. Sebagai Wakil PPBB, Soetardjo termasuk anggota yang berhaluan 
progresif moderat (gematigd-progresif). Fraksi itu banyak bekerja sama 
dengan fraksi nasionalis yang dipimpin Mohammad Husni Thamrin. Selama 
menjadi anggota Volksraad, Soetardjo berhubungan erat dengan para 
mahasiswa Bestuuracademie. Soetardjo melontarkan gagasan-gagasannya 
tentang perlunya mengubah hubungan dan tata kerja pamong praja yang 
feodal menjadi lebih modern. Selain itu juga didirikan Soetardjo Bank melalui 
kongres PPBB.  
Soetardjo juga memperjuangkan dikeluarkannya pamong praja dari 
Peraturan Gaji Regional (Regionale Bezoldingingsregeling) yang merugikan 
dan dimasukkan ke dalam Peraturan Gaji Pegawai (Bezoldingings-regeling 
Burgerlijke Landsdienaren) sehingga lebih pantas. Sebagai anggota 
Volksraad, Soetardjo berhubungan dengan PPBB dan sekaligus dengan 
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rakyat, dalam hal-hal terkait dengan pemerintahan dalam negeri yang menjadi 
kompetensi Departemen Dalam Negeri, Soetardjo berkedudukan sebagai 
wakil dan bertanggungjawab kepada PPBB. Sedangkan dalam hal-hal lain, 
dianggap sebagai wakil rakyat dan bebas atas tanggung jawab sendiri dalam 
memperjuangkan seluruh kepentingan rakyat. Selama menjadi anggota 
Volksraad, selain Petisi Soetardjo yang telah dikemukakan di awal bagian 
tulisan ini, Soetardjo juga mengajukan banyak mosi yang bersifat strategis 
demi kemajuan rakyat. Mosi tersebut diantaranya adalah: 
1. Mosi kepada pemerintah Belanda untuk memberikan sumbangan 25 juta 
Gulden untuk memperbaiki kondisi ekonomi rakyat desa. Mosi ini diterima, 
dan diantaranya digunakan untuk pembangunan waduk di Cipanas sebesar 2 
juta Gulden. 
2. Mosi untuk memajukan ekonomi rakyat dengan membentuk welvaartsfonds 
dan welvaartscommissie dengan tugas merancang upaya memberantas 
kemiskinan. 
3. Mosi berupa tuntutan mengubah sebutan inlander dalam semua undang-
undang menjadi Indonesia 
4. Mosi membuat peraturan milisi bagi penduduk Indonesia dan memberi 
kesempatan yang lebih besar kepada bangsa Indonesia untuk menjadi anggota 
militer. 
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5. Mosi berupa permohonan untuk memperbanyak sekolah Inlandsche Mulo, 
mengadakan sekolah kejuruan menengah (middelbare vakschool), 
menyelenggarakan wajib belajar setempat (locale leerplicht) mengingat 
terbatasnya biaya untuk melaksanakan wajib belajar nasional (leerplicht). 
Selain itu, Soetardjo juga berperan aktif dalam pembuatan kebijakan-
kebijakan, diantaranya adalah pembuatan Desa Ordonnantie 1941, serta 
pembentukan Comite voor onderwijsbelangen, pembentukan Hof van 
Islamitische Zaken, serta petisi yang dikenal dengan Petisi Soetardjo.  
Perjuangan melalui Volksraad berakhir pada saat penjajahan Belanda 
digantikan oleh pemerintahan militer Jepang. Kemampuan dan pengalaman 
pemerintahan yang dimiliki, Soetardjo diangkat sebagai pemimpin 
Departemen Dalam Negeri (Sanyoo Naimubu). Saat itu yang membantunya 
adalah Mr. Kosasih dan Mr. Latuharhary. Setelah itu, Soetardjo juga diangkat 
oleh Gunseikan sebagai Syuutyookan dari daerah Jakarta. Pada masa akhir 
kekuasaan Jepang, dibentuk BPUPKI yang kemudian dilanjutkan dengan 
PPKI dimana Soetardjo menjadi salah seorang anggotanya. Soetardjo juga 
menjadi anggota tim kecil perumus Pembukaan UUD sebelum kemudian 
diubah oleh Soekarno menjadi Tim Sembilan. Bahkan, sebagai penguasa 
daerah Jakarta, Soetardjo terlibat mulai dari peristiwa Rengasdengklok, secara 
kebetulan pada 16 Agustus 1945 Soetardjo sedang melakukan pemeriksaan 
penggilingan dan lumbung padi di Rengasdengklok bersama Bupati 
Purwakarta, hingga penyusunan teks proklamasi di rumah Laksamana Maeda. 
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Pada 17 Agustus 1945, Soetardjo menghadiri upacara pembacaan proklamasi. 
Proklamasi tersebut kemudian diberitahukan kepada pemerintah militer 
Jepang. Untuk melakukan hal tersebut Soetardjo ditunjuk sebagai utusan 
dengan didampingi oleh Mr. Kasman Singodimedjo. Pada rapat PPKI 18 
Agustus 1945, selain disahkan UUD 1945, juga dibentuk provinsi dan 
kementerian kabinet. Soetardjo dipilih sebagai Gubernur Jawa Barat. Namun, 
pada saat Ibu Kota Pemerintah RI pindah ke Yogyakarta, Menteri Dalam 
Negeri Wiranatakusuma menyampaikan bahwa Soetardjo diajak oleh Presiden 
Soekarno ke Yogyakarta diperbantukan sebagai penasihat Presiden. 
Pada 27 Agustus 1947, istri Soetardjo Kartohadikoesoemo meninggal 
dunia dan dimakamkan di Pesarehan keluarga Mangkunegaran Bibis Luhur 
Solo. Pada tahun itu pula Soetardjo diangkat sebagai anggota dan Wakil 
Ketua DPA. Ketuanya adalah R.A.A. Wiranatakusuma. Pada saat Belanda 
mendirikan negara-negara bagian yang dimaksudkan sebagai negara boneka, 
Soetardjo ditawari menjadi Wali Negara Pasundan. Namun tawaran tersebut 
ditolak karena dipandang akan memecah-belah Republik Indonesia. Setelah 
kematian istrinya, Soetardjo menikah dengan B.R.A. Siti Surat Kabirun pada 
2 Mei 1948 dan pindah ke Yogyakarta. Pada 15 November 1948 diangkat 
sebagai Ketua DPA hingga 1950. Selain jabatan-jabatan tersebut, Soetardjo 
juga menjabat sebagai anggota DPRS (1950-1956), Ketua Panitia Gaji 
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Pegawai Negeri (1951-1955), Komisaris Negara Urusan Otonomi Daerah 
(1954-1956), dan Gubernur diperbantukan pada Menteri Dalam Negeri (1956-
1958). Soetardjo menikah untuk yang ketiga kalinya dengan GBRA. Koes 
Sabandinah. 
Soetardjo juga aktif terlibat dalam dunia pendidikan. Beliau menjadi 
Wakil Ketua Dewan Kurator Universitas Gadjah Mada (1948-1967), dosen 
luar biasa Universitas Padjadjaran (1956-1959), dan dosen luar biasa Institut 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Bandung (1964-1967). Di bidang 
sosial, Soetardjo merupakan Ketua Palang Merah Indonesia kedua (1946-
1948), serta Ketua Dewan Presidium Persatuan Pensiun Republik Indonesia 
(1961-1965). Di bidang politik, pernah menjabat sebagai Wakil Ketua 
Pimpinan Pusat Partai Persatuan Indonesia Raya (1950-1956). Soetardjo 
Kartohadikoesoemo wafat pada 20 Desember 1976 di Jl. Raden Saleh No. 18 
Jakarta. Soetardjo dikaruniai 12 orang putra putri, yaitu Soesatio Soedarko, 
Roro Setiowati Soetari, Setiadjid Soetario, Setiadi, Setioso, Roro Soesanti, Sri 
Soedarti, Roro Setiarti, Setiotomo, Soetedjo, Boedisatio, dan Haksomo.
11
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C. Munculnya Ide Petisi Soetardjo 
Meningkatnya perasaan tidak puas di kalangan rakyat terhadap 
pemerintahan akibat kebijakan politik yang dijalankan Gubernur Jenderal de 
Zonge, maka muncullah suatu petisi yang diajukan oleh Soetardjo 
Kartohadikoesoemo. Usul petisi yang kemudian dikenal dengan nama Petisi 
Soetardjo diajukan pada tanggal 15 Juli 1936 kepada pemerintah Ratu serta 
Staten General (parlemen) di negeri Belanda. Adapun isi petisi ialah 
bermohon supaya diselenggarakan suatu musyawarah, antara wakil-wakil 
Indonesia dan negeri Belanda dimana anggota-anggotanya mempunyai hak 
yang sama. Tujuannya adalah untuk menyusun suatu rencana yang isinya 
adalah pemberian kepada Indonesia suatu Pemerintahan yang berdiri sendiri 
dalam batas Undang-undang dasar Kerajaan Belanda. Pelaksanaannya akan 
berangsur-angsur dijalankan dalam waktu sepuluh tahun atau dalam waktu 
yang akan ditetapkan oleh sidang permusyawaratan.
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1. Masyarakat Desa 
Istilah atau sebutan “desa” dipakai serta dikenal di Pulau Jawa, 
Madura, Bali. Di Sumatra Selatan disebut dusun, di Maluku dusun Dati, di 
Aceh disebut Gampong, di Minahasa disebut Manua, dan berbagai nama 
lain sesuai dengan daerah masing-masing. Kesemuanya ini hanyalah 
perbedaan nama serta istilah saja. Sedangkan maksudnya sama, bahwa 
yang disebut desa ialah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal 
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suatu masyarakat yang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri. Desa 
merupakan tata pemerintahan yang terendah atau paling bawah di negeri 
kita. Alasan-alasan untuk membentuk masyarakat Desa: 
a. Untuk hidup, mencari makan, pakaian dan perumahan. 
b. Untuk mempertahankan hidupnya terhadap ancaman dari luar. 
c.  Untuk mencapai kemajuan dalam hidupnya.13 
Hal itulah yang menjadi alasan dan mendorong seorang manusia untuk 
bertempat tinggal bersama pada suatu tempat bermacam-macam 
pulalah jenisnya. 
2. Filosofi Orang Jawa 
Deso mowo tjoro, negoro mowo toto, yang artinya desa mempunyai cara, 
negara mempunyai aturan, jadi setiap desa punya adat istiadat masing-
masing buat menyelesaikan masalah tetapi negara menyamaratakan 
dengan aturan yang dibuat untuk menyelesaikan masalah masyarakat. 
Seperti adanya di tiap-tiap negeri yang dijajah oleh bangsa asing, maka 
di Indonesia sejak datangnya kekuasaan Belanda timbulah perjuangan 
antara hukum asli dan hukum asing. Ini dapat mudah mengerti. Rakyat 
Indonesia-sebagian dengan keinsyafan, lain bagi menurut nalurinya 
(instinct)-menghendaki hidup bermasyarakat dan bernegara menurut 
“caranya sendiri”, seperti yang telah diatur olehnya, tertulis dan 
gestatueerd atau tidak, berabad-abad lamanya. Inilah cara yang sebaik-
baiknya baginya, menurut anggapannya. Tidak demikian pendapat orang 
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Belanda yang berkuasa atas dia. Orang hidup, orang bermasyarakat, orang 
bernegara haruslah menurut “cara” bangsa Belanda, yaitu menurut hukum 
yang dibikin di negerinya, menurut keadaan dan kemauan orang di sana, 
dan yang dengan kekuasaanya di bawanya kemari.
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3. Anggota PPBB 
Salah satu titik pengerahan gerakan yang dapat mengkonsolidasi 
solidaritas dalam dan antar partai ialah apa yang kemudian dikenal sebagai 
Petisi Soetardjo. Gagasan dari petisi ini dicetuskan oleh Soetardjo 
Kartohadikoesoemo, selaku ketua dan wakil dari PPBB di dalam sidang 
Volkstraad pada tanggal 15 juli 1936. Petisi ini diajukan kepada 
Pemerintah, Ratu serta Staten Generaal (parlemen). Landasan usul adalah 
pasal 1 UUD Kerajaan Belanda yang berbunyi bahwa Kerajaan Nederland 
meliputi wilayah Nederland, Hindia Belanda, Suriname dan Curacao; 
yang menurut Soetardjo mempunyai derajat yang sama. Petisi ini 
didukung oleh Ratu Langie, Datoek Toemenggoeng, Alatas, I.J Kasimo, 
dan Ko Kwat Tiong. Isi dari petisi ini adalah permohonan supaya 
diadakan suatu sidang permusyawaratan dari wakil-wakil Nederland dan 
India-Naderland atas dasar kesamaan kedudukan. 
Usul yang dianggap menyimpang dari cita-cita kalangan pergerakan 
umumnya mendapat reaksi, baik dari pihak Indonesia maupun pihak Belanda. 
Pers Belanda, seperti Preanger Bode, Java Bode, Bataviassch Niewsblad, 
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menuduh usul petisi sebagai suatu: "permainan yang berbahaya" revolusioner, 
belum waktunya dan tidak sesuai dengan keadaan. Golongan reaksioner 
Belanda, seperti Vaderlandche Club berpendapat Indonesia belum matang 
untuk berdiri sendiri. Tetapi ada juga orang-orang Belanda dari kalangan 
pemerintah yang menyetujui petisi, dengan mengirim surat kepada Soetardjo. 
Pihak pemerintah Hindia Belanda sendiri menyatakan bahwa pemerintah 
memang mempunyai maksud untuk selalu meningkatkan peranan rakyat 
dalam mengendalikan pemerintahan sampai rakyat Indonesia sanggup untuk 
mengurus segala sesuatunya. Dari pihak Indonesia baik di dalam maupun di 
luar Volksraad reaksi terhadap usul petisi juga bermacam-macam. Beberapa 
anggota Volksraad berpendapat bahwa usul petisi kurang jelas, kurang 
lengkap dan tidak mempunyai kekuatan.  
Pers Indonesia seperti surat kabar Pemandangan. Tjahaja Timoer, 
Pelita Andalas, Pewarta Deli, Majalah Soeara Katholik menyokong usul 
petisi. Oleh karena itu usul petisi dengan cepat tersebar luas di kalangan 
rakyat dan sebelum sidang Volksraad membicarakan secara khusus, 
kebanyakan pers Indonesia menyokong usul ini. Menurut harian 
Pemandangan saat usul ini dimajukan sangat telat, yaitu saat akan 
digantikannya Gubernur Jenderal de Jonge oleh Gubernur Jenderal Tjarda 
yang menurut pendapat waktu itu. Selanjutnya diberi keputusan untuk 
membicarakan usul petisi tersebut dalam sidang khusus tanggal 17 September 
1936 diadakan pemungutan suara dimana petisi disetujui oleh Volksraad 
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dengan perbandingan suara 26 suara setuju lawan 20 suara menolak. Dan pada 
tanggal 1 Oktober 1936 petisi yang telah menjadi Petisi Volksraad itu dikirim 
kepada Ratu, Staten-General dan Menteri Jajahan di negeri Belanda. 
Sementara menunggu keputusan diterima atau tidak usul petisi tersebut maka 
untuk memperkuat dan memperjelas maksud petisi, pada persidangan 
Volksraad Juli 1937 Soetardjo kembali mengajukan usul rencana menuju 
Indonesia berdiri sendiri. Rencana tersebut dibagi dalam dua tahap, masing-
masing untuk lima tahun. Atas usul tersebut wakil pemerintah Hindia Belanda 
dalam sidang Volksraad menjawab bahwa pemerintah juga mempunyai 
perhatian ke arah perbaikan pemerintahan Indonesia, tetapi karena usul itu 
amat luas sekali maka penyelesaiannya berada di tangan pemerintah di negeri 
Belanda dan Staten General. Petisi tersebut banyak menimbulkan tanggapan 
dari organisasi-organisasi gerakan rakyat seperti:  
- Perhimpunan Indonesia (PI)  
- Roekoen Peladjar Indonesia (Roepi)  
- Gerakan Rakyat Indonesia (GERINDO)  
- Perkumpulan Katolik di Indonesia (PPKI)  
- Partai Serikat Islam Indonesia (PSII)  
- PNI Baru  
- PPKI, dan sebagainya  
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Masing-masing organisasi tersebut ada yang menyetujui usul tersebut 
dan adapula yang tidak. Pada persidangan Volksraad bulan Juli 1938, 
Gubernur Jenderal Tjarda secara samar-samar telah membayangkan bahwa 
petisi akan ditolak. Laporan Gubernur Jenderal kepada Menteri Jajahan 
(berdasarkan laporan-laporan antara lain dari Raad van Nederland-Indie, 
Adviseur voor Inlahdse Zaken. Directeur van Onderwijs en Eredientst, telah 
menyarankan supaya petisi ditolak dengan alasan isi kurang terang. Juga 
mengingat ketidakpastian akan kejadian-kejadian di masa yang akan datang 
ini, maka tidak dapatlah disetujui keinginan untuk mengadakan konferensi 
untuk menyusun rencana bagi masa yang akan datang. Akhirnya ia 
menyarankan bahwa biar bagaimanapun petisi harus ditolak sehingga 
perubahan prinsipil bagi kedudukan Indonesia dan mengadakan konferensi itu 
tidak perlu diadakan. Akhirnya dengan keputusan Kerajaan Belanda No. 40 
tanggal 14 November 1938, petisi yang diajukan atas nama Volksraad ditolak 
oleh Ratu Belanda. Alasan penolakannya antara lain ialah: "Bahwa bangsa 
Indonesia belum matang untuk memikul tanggung jawab memerintah diri 
sendiri".
15
 
Soetardjo berdasarkan saran dari Tabrani membentuk suatu Panitia 
Petisi Soetardjo yang bertugas untuk menyebarluaskan isi petisi kepada rakyat 
Indonesia. Susunan panitia adalah sebagai berikut: 
- Ketua   : Soetardjo 
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- Anggota  : 1. M. Hendromartono 
     2. Atik Suwardi 
     3. Oto Iskandar Di Nata 
     4. H. Agus Salim 
     5. I.J. Kasimo 
     6. Sinsu 
  7. Mr. Sartono 
     8. Lanjumi Gelar Datu Tumenggung 
    9. S.A. Alatas 
   10. Mr. Ko Kwat Tiong 
Panitia ini dibentuk dalam rapat di Gedung Rakyat di Gang Kenari 
pada 5 Oktober 1937, sebelum adanya keputusan resmi dari Ratu Belanda dan 
Staten General Nederland terkait petisi.
16
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Petisi Soetardjo adalah sebuah pernyataan yang disampaikan pada 
pemerintah Belanda dan menyuarakan tentang kurang giatnya pergerakan 
nasional yang disebabkan oleh tidak adanya saling pengertian dari pihak 
pemerintah. Tujuan dari petisi ini adalah untuk menyusun suatu rencana yang 
isinya adalah pemberian kepada Indonesia suatu pemerintahan yang berdiri 
sendiri dalam batas Pasal 1 UUD Kerajaan Belanda, dalam kurun waktu 10 tahun 
atau dalam waktu yang akan ditetapkan sendiri oleh sidang permusyawaratan. 
Usul ini muncul sebagai akibat dari ketidakpuasan rakyat terhadap kebijakan yang 
diterapkan di bawah pemerintahan Gubernur Jendral de Jonge. Sifat dari petisi ini 
adalah moderat dan tidak revolusioner. Petisi ini diajukan pada masa pergantian 
Gubernur Jendral de Jonge oleh Tjarda van Starkenborg-Stachouwer yang 
dianggap lebih liberal, luwes dan menaruh perhatian serius terhadap keinginan 
pergerakan. 
Petisi tersebut mengundang banyak reaksi, baik dari pihak Belanda 
maupun dari pihak Indonesia. Menurut pihak Belanda yang kontra menganggap 
petisi ini sebagai suatu “permainan yang berbahaya”, revolusioner, belum 
waktunya (matang), tidak sesuai dengan keadaan serta Indonesia belum matang 
untuk berdiri sendiri. Sedangkan dari pihak yang pro menyatakan bahwa 
pemerintah memang mempunyai maksud untuk selalu meningkatkan peranan 
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rakyat dalam mengendalikan pemerintahan sampai rakyat Indonesia sanggup 
mengurus segala sesuatunya. Dari pihak Indonesia menganggap usul dari petisi 
kurang jelas, kurang lengkap dan tidak mempunyai kekuatan. 
Beberapa pendapat mengenai Petisi pada sidang Volksraad 17 
September 1936, antara lain : 
1. Kelompok van Helsdingen-Notosoeroto 
→ menolak usul petisi karena rakyat Indonesia belum mampu berdiri sendiri 
2. Kelompok Soekardjo Wirjopranoto 
→ menolak usul petisi karena tidak ada gunanya, melemahkan dan mematikan 
cita-cita Indonesia Merdeka dan cenderung opportunistische. 
3. Kelompok Soeroso 
→ menurut mereka Indonesia sudah cukup matang dan sudah sepantasnya 
pemerintah Belanda memberikan lebih banyak hak-hak kepada Indonesia 
Pada tanggal 29 September 1936 setelah sidang perdebatan, 26 setuju 
dan 20 menolak akhirnya petisi disetujui oleh Volksraad. Pada 1 Oktober 
1936 dikirim kepada Ratu, Staten Generaal dan Menteri Jajahan di Belanda. 
Pihak kolonial senantiasa menghendaki status quo; setiap perubahan 
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dianggapnya sebagai ancaman sehingga petisi dianggap terlalu prematur. 
Perkembangan di bawah Belanda-lah yang dianggap wajar alamiah. 
Atas usul Haji Agus Salim, pada bulan Mei 1937 di Jakarta 
dibentuklah Comite Petisi Soetardjo (CPS) yang akan memperjuangkan petisi. 
Pada sidang Volksraad Juli 1937 Soetardjo kembali mengajukan usul tersebut. 
Di Belanda, petisi juga dipropagandakan oleh Perhimpunan Indonesia dengan 
menerbitkan brosur-brosur mengenai petisi. Perhimpunan Indonesia 
berpendapat bahwa untuk menghadapi ancaman fasisme terhadap negeri 
Belanda dan Indonesia maka perlu memperbaiki hubungan yang telah ada 
antara kedua belah pihak. 
Penolakan petisi umumnya tidak terlalu banyak menimbulkan 
kekecewaan, karena masih banyak jalan lain untuk melanjutkan perjuangan. 
Salah satu reaksi ialah berupa gagasan Tabrani yang merencanakan petisi 
disebarluaskan di kalangan rakyat dan kemudian didirikan Komite Sentral 
Petisi Soetardjo (CCPS) di Jakarta pada tanggal 4 Oktober 1937, dan di 
daerah-daerah dibentuk cabang Komite Petisi Soetardjo. PSII dan PNI baru 
tidak ikut bergabung karena tidak menyetujui petisi yang bisa membunuh 
semangat perjuangan bangsa. Gerindo dan Parindra tidak setuju dengan petisi 
tapi setuju dengan penyelenggaraan Komperensi Kerajaan. 
Laporan Gubernur Jendral Tjarda kepada Menteri Jajahan Welter 
mengenai petisi ini, akhirnya ditolak oleh Ratu Belanda secara resmi dengan 
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keputusan Kerajaan Belanda No 40 tanggal 16 November 1938. Alasan 
penolakannya antara lain: 
1. Pasal 1 konstitusi tidak bisa menjadi dasar pemberian otonomi 
2. Politik pemerintah ditujukan untuk mempertinggi kesejahteraan rakyat 
dan untuk itu sejumlah pembaharuan telah diadakan dan pengaturan yang 
ada cukup menjamin tercapainya tujuan tersebut 
3. Perkembangan yang tercapai belum cukup masak untuk pemberian 
otonomi yang dimaksud; pemerintah lebih mengutamakan otonomi daerah 
Selain itu bangsa Indonesia dianggap belum matang untuk memikul 
tanggung jawab memerintah sendiri. Surat keputusan tersebut disampaikan 
pada sidang Volksraad tanggal 29 November 1938. 
Menurut golongan pribumi seperti PSSI dan Parindra ditolaknya petisi karena: 
1. Tidak disokong sepenuhnya oleh semua golongan pergerakan 
2. Sikap pemerintah Belanda sendiri sejak petisi diajukan 
→ sudah ada tanda-tanda tidak setuju kemudian mengeluarkan suatu “surat 
terbuka” yang ditujukan kepada Pengurus Besar partai politik dan 
Perhimpunan-perhimpunan bangsa Indonesia, isinya selain menyesali cara 
penolakan atas petisi juga mengajak seluruh partai untuk menentukan sikap 
atas penolakan petisi tersebut, dengan mengadakan suatu konferensi di Jakarta 
tanggal 27-29 Mei 1939, tapi tidak terlaksana karena beberapa partai politik 
akan mengadakan Nationale Concentratie. 
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Dengan ditolaknya petisi itu terbukti bahwa perjuangan kemerdekaan 
lewat Volksraad tidak bermanfaat. Perjuangan kemerdekaan harus 
mengutamakan penyusunan kekuatan di luar Volkstraad dan untuk itu 
dibentuklah Gabungan Politik Indonesia (GAPI). 
A. Strategi Petisi Soetardjo 
GAPI lahir ketika perjuangan pergerakan nasional Indonesia 
mengalami kebuntuan akibat ditolaknya Petisi Soetardjo. Mereka yang masuk 
di dalam Volksraad atau DPR (kala itu) merasa perjuangan mereka menjadi 
tiada arti. Apa yang mereka hasilkan, ternyata tidak membuahkan hasil yang 
berarti penolakan dan upaya mempertahankan status quo di Indonesia. 
Disebut fase bertahan, karena pemerintah Belanda mulai bersikap keras 
menghadapi organisasi pergerakan. “Perjuangan radikal yang hendak 
berkonfrontasi dengan penguasa kolonial pasti menemui kegagalan oleh 
karena pihak yang terakhir memiliki prasarana kekerasan
1
. Hal ini 
dimungkinkan dengan adanya Koninklijk Bestuit yang bertanggal; 1 
September 1919 (yang memperbarui pasal 111 RR), dimana organisasi 
pergerakan yang bertentangan dengan law and order dapat dibekukan tanpa 
proses peradilan. Jadi pergerakan non-koperasi akan dipastikan dibekukan, 
jadi upaya radikal dalam perjuangan memperoleh kebuntuan. Hanya 
pergerakan koperasi dan moderat yang bisa tetap terus bertahan. Penangkapan  
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berbagai tokoh perjuangan yang dilakukan Belanda terhadap Soekarno, Hatta, 
dan Syahrir ini membuat pergerakan menjadi lunak dan kooperatif terhadap 
pemerintah Belanda. Hal dilakukan agar organisasi pergerakan dapat terus 
menunjukkan eksistensinya, di samping itu mereka tetap mampu berjuang 
untuk mewujudkan sebuah negara yang bebas di kemudian hari. Kebijakan ini 
pun tidak lepas dari perkembangan dunia yang baru saja normal dari krisis, 
dan terhadap ancaman terhadap ekspansi Jepang ke Selatan.
2
 
Demokrasi yang setelah berakhirnya Perang Dunia I, membuat 
Belanda lebih berkompromi dan memberikan izin terhadap perkembangan 
partai politik yang moderat. Perjuangan walau sudah modern kala itu, namun 
masih berpusat pada-pada tokoh tertentu. Ini ditunjukkan, ketika sebuah 
federasi yang disebut dengan PPPKI yang mengalami kemunduran setelah 
pemimpin-pemimpin PNI ditangkap dipenjara, dan diasingkan. Jadi, ini ada 
sebuah kegagalan membangun sebuah organisasi yang menjadi pusat 
kegiatan, seperti di India dengan Partai Kongresnya. Jadi perjuangan bisa 
dilakukan secara terpadu, tidak terpisah dengan determinasi ideologi 
kelompoknya, namun mereka memiliki tujuan yaitu negara kebangsaan yang 
bebas.. 
Pada 15 Juli 1936, Soetardjo Kartohadikoesoemo yang mewakili 
PPBB (Persatuan Pegawai Bestuur/Pamongpraja Bumiputra) di Volksraad 
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yang pada bersidang. Diajukan kepada Ratu dan serta Staten Generaal 
(Parlemen) Belanda. Petisi ini diusulkan di luar tanggung jawab PPBB. 
Landasan usul adalah 1 Undang-undang Dasar Kerajaan Belanda yang 
berbunyi bahwa Kerajaan Nederland meliputi wilayah Nederland, Hindia 
Belanda, Suriname dan Curacao dan yang menurut Soetardjo ke empat 
wilayah dalam kerajaan Nederland mempunyai derajat yang sama. Isi petisi 
Soetardjo ialah permohonan supaya diselenggarakan suatu musyawarah antara 
wakil-wakil Indonesia dan Negeri Belanda dimana anggota-anggotanya 
mempunyai hak yang sama.  
Petisi ini memiliki tujuan untuk menyusun suatu rencana yang isinya 
pemberian kepada Indonesia suatu pemerintahan yang berdiri sendiri dalam 
batas Pasal 1 Undang-undang Dasar Kerajaan Belanda. Diselenggarakan 
secara berangsur-angsur selama 10 tahun atau dalam waktu yang ditentukan 
dalam sidang permusyawaratan tersebut. Penolakan petisi ini menimbulkan 
kekecewaan bagi yang mengusungnya, sehingga usaha mewujudkan petisi 
tersebut tidaklah patah begitu saja. Maka dibentuklah CPS (Comite Petisi 
Soetardjo) pada bulan Mei 1937, untuk memperkuat tujuan itu maka pada 
bulan Juli 1937 dilakukan, agar pemerintah Belada tahu apa yang sebaiknya 
dilakukannya. Pada 4 Oktober 1937 dibentuklah CCPS (Central Comitte 
Petisi Soetardjo). Pembentukan ini lalu diikuti oleh daerah-daerah dengan 
membentuk cabang-cabangnya. Organisasi baru ini disokong oleh PNI dan 
orang-orang Indo-Belanda. 
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Petisi ini kemudian ditolak oleh pemerintah Belanda, karena dinilai 
Indonesia masih prematur untuk menjadi negara yang menyelenggarakan 
pemerintahannya sendiri. Menolak petisi yang diajukan itupun mendapatkan 
penolakan oleh anggota Volksraad (Dewan Rakyat). Sebab, apa yang mereka 
usulkan itu, sesuai dengan peraturan yang ada. Penolakan terhadap petisi itu 
pun juga dilakukan sebelum dan ketika diajukan. Penolakan sebelum 
diajukan, nampak pada kekecewaan kaum pergerakan yang memperjuangkan 
kemerdekaan Indonesia dengan jerih payah sendiri dan bukan dengan 
permintaan. Pengajuan dengan cara menengadahkan tangan ketika diserahkan 
(diajukan), semakin mendapatkan penolakan.
3
 Pembentukan CPS, juga ditolak 
oleh beberapa kalangan. Sebabnya, ide yang datang justru dari atas ke bawah, 
bukan dari bawah ke atas. Ini tentu menyalahi dari apa yang seharusnya. 
Kemunduran PPPKI (Permufakatan Perhimpunan-Perhimpunan 
Partai-Partai Kebangsaan Indonesia) yang dipelopori oleh oleh-oleh Parindra 
tersebut, terutama ketika para tokohnya ditangkap dan diasingkan. PPPKI pun 
mengalami kemunduran, sebagai organisasi yang menyatukan kaum 
perjuangan, PPPKI dinilai gagal. Kegagalan dari Petisi Soetardjo dan 
kemunduran dari PPPKI menjadi alasan langsung untuk membentuk sebuah 
organisasi yang menyatukan semua organisasi nasional ini dalam sebuah 
wadah. Sebelum dibentuk GAPI, ada sebuah badan yang dikenal dengan 
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BAPEPI (Badan Perantara Partai-Partai Politik Indonesia) yang bertujuan 
untuk memberi wadah bagi kerja sama partai-partai politik Indonesia memberi 
wadah bagi kerja sama partai-partai politik Indonesia yang mempunyai cita-
cita memajukan Indonesia. Namun, nasib badan ini kurang beruntung, 
berdasarkan pendiriannya saja sudah mengalami kontroversi dan banyak 
alasan untuk organisasi lainnya untuk tidak masuk. 
Lalu, datang inisiatif dari Thamrin, tokoh Parindra untuk membentuk 
suatu badan konsentrasi nasional. Hal ini didukung oleh keadaan dunia ketika 
itu yang semakin genting serta kemungkinan Indonesia terlibat langsung 
dalam perang. Maret 1939 usul Thamrin ini disetujui  dan secara umum 
mendapatkan persetujuan dari organisasi lainnya. Dua bulan kemudian pada 
21 Mei 1939, panitia persiapan menyelenggarakan persiapan 
menyelenggarakan rapat umum di Gedung Permufakatan. Di sini Thamrin 
menerangkan bahwa, tujuannya adalah membentuk suatu badan persatuan 
yang akan mempelajari dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Dalam 
pelaksanaan tiap-tiap organisasi tetap bebas untuk melakukan programnya 
sendiri. Pada hari itu, pendirian GAPI disetujui dan diresmikan. Dalam 
anggaran dasarnya, tujuan pendirian GAPI ialah mengusahakan kerja sama 
antara partai-partai politik Indonesia serta menjalankan aksi bersama. Asas 
yang digunakan ialah penentuan nasib sendiri, kesatuan dan persatuan 
nasional serta demokrasi dalam segi politik, sosial dan ekonomi. Di sini juga 
disetujui untuk mengadakan Kongres Rakyat di kemudian waktu. Dalam 
pengurusan sehari-hari dibentuklah kesekretariatan bersama yang diketuai 
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oleh Abikusno (PSII) dan dibantu M.H Thamrin (Parindra) dan Amir 
Syarifudin (Gerindo). 
Di dalam anggaran dasarnya GAPI berdasarkan pada: 
1.      Hak untuk menentukan nasib diri sendiri. 
2.      Persatuan nasional dari seluruh bangsa Indonesia, dengan berdasarkan 
kerakyatan dalam Paham politik, ekonomi dan sosial.
4
 
3.      persatuan aksi seluruh pergerakan Indonesia. 
Program konkret yang dilakukan GAPI terwujud pada rapat 4 Juli 
1939, di sini GAPI memutuskan untuk mengadakan Kongres Rakyat 
Indonesia yang akan memperjuangkan penentuan nasib bangsa Indonesia 
sendiri serta kesatuan dan persatuan Indonesia. Dalam aksi GAPI ini memiliki 
semboyan “Indonesia berparlemen”. Saat Jerman melakukan penyerbuan ke 
Polandia pada 20 September 1939, GAPI mengeluarkan suatu pernyataan 
yang dikenal dengan Manifesto GAPI. Isinya mengajaknya rakyat Indonesia 
dan Negeri Belanda untuk bekerjasama menghadapi bahaya fasisme dimana 
kerja sama itu akan lebih berhasil apabila kepada rakyat Indonesia diberikan 
hak-hak baru dalam urusan pemerintahan dalam usaha mencapai tujuannya 
tersebut, GAPI disokong oleh pers Indonesia yang memberitakan dengan 
panjang dan lebar dan sikap beberapa negara di Asia dalam menghadapi 
bahaya fasisme. 
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Gabungan Politik Indonesia (GAPI) juga mengadakan rapat umum 
yang mencapai puncak pada 12 Desember 1939 dimana tidak kurang 100 
tempat di Indonesia mengadakan propaganda tujuan GAPI. Jadi, saat itu 
Indonesia seakan bergemuruh dengan seruan Indonesia Berparlemen. Kongres 
Rakyat Indonesia (KRI) Pertama, 25 Desember 1939 di Jakarta. Tujuannya 
yaitu Indonesia Raya, bertemakan untuk kesejahteraan rakyat Indonesia dan 
kesempurnaan cita-citanya dan sasaran pertama yang ingin dicapai adalah 
Indonesia Berparlemen penuh. KRI  ditetapkan sebagai sebuah badan tetap 
dengan GAPI sebagai badan eksekutifnya. Keputusan lainnya dari kongres 
ialah penetapan bendera Merah Putih dan lagu Indonesia Raya sebagai 
bendera dan lagu persatuan Indonesia serta peningkatan pemakaian bahasa 
Indonesia bagi rakyat Indonesia. 
Pada awal Januari datang jawaban dari Menteri Jajahan Welter 
mengenai masalah aksi “Indonesia Berparlemen.” “Tidak dapat dipenuhi 
keinginan rakyat Indonesia akan Indonesia Berparlemen, karena rakyat 
Indonesia umumnya tidak mempunyai kekuatan ekonomi yang cukup dan 
perkumpulan-perkumpulan politik hanya mewakili sebagian kecil dari rakyat 
Indonesia.” 23 Februari 1940 GAPI menganjurkan untuk mendirikan 
pendirian Panitia Parlemen Indonesia untuk meneruskan aksi “Indonesia 
Berparlemen.” Kesempatan bergerak bagi GAPI ternyata tidak ada lagi, sebab 
Belanda diduduki Jerman pada Perang Dunia II. Sebab dengan alasan keadaan 
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sedang perang, maka perubahan ketatanegaraan harus ditunda sampai perang 
selesai. 
Namun sebuah tuntutan GAPI pada bulan Agustus 1940, “Meminta 
pemerintah Belanda mempergunakan hukum tata negara dalam masa genting 
untuk melangsungkan perubahan-perubahan ketatanegaraan dan diadakan 
parlemen penuh menggantikan Volksraad yang ada.” Tuntutan ini dijawab 
oleh Dr. H.J. Levetl pada 23 Agustus 1940, “Bahwa belum waktunya 
mengadakan suatu rancangan perubahan ketatanegaraan Indonesia, namun 
pemerintah akan membentuk suatu komisi untuk peninjauan dan 
pengumpulan alasan-alasan yang terdiri dari cerdik pandai bangsa Indonesia.” 
14 September 1940 dibentuk Komisi Visman. Tugas panitia adalah 
mengungkapkan keinginan, cita-cita serta harapan-harapan politik yang hidup 
di pelbagai golongan dan lapisan masyarakat mengenai perubahan 
ketatanegaraan yang menyangkut posisi mereka. Pada umumnya partai politik 
di Dewan Rakyat tidak menyetujui pendirian komisi ini. Laporan panitia baru 
diumumkan lebih dari satu tahun kemudian (Desember 1941) serta 
kesimpulan yang pokok ialah rakyat ada umumnya puas dengan pemerintahan 
Belanda.
5
 
Keadaan yang semakin genting menuntut kaum pergerakan 
menginginkan perubahan ketatanegaraan yang cepat dan jelas, pembentukan 
                                                          
5
 Sudiyo. 2004. Pergerakan Nasional: Mencapa dan Mempertahankan Kemerdekaan. Jakarta: 
Penerbit Rineka Cipta 
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Komisi Visman ini tentunya akan memperlambat sebab akan membutuhkan 
pembahasan dan perdebatan. Belum banyak yang dilakukan oleh komisi 
Vissman, keluar pernyataan dari Ratu Wilhelmina pada 10 Mei 1941 dan 
diperjelas lagi dengan pidato Gubernur Jendral dalam pembukaan sidang 
Volksraad, yang intinya mengadakan larangan dan pembatasan tentang rapat-
rapat dan konsultasi komite-komite parlemen. 14 Juni 1941 dikeluarkan 
peraturan pelarangan untuk kegiatan politik dan rapat tertutup, rapat lebih 25 
orang dilarang. Pada bulan Juni dan Juli pemerintah Hindia Belanda 
mengeluarkan peraturan milisi orang-orang bumi putera (inhemse militie) 
walau tak mendapatkan sambutan oleh kaum pergerakan. Ini dimanfaatkan 
oleh R.P. Suroso untuk menyatukan semua kalangan yang ada di dalam dan di 
luar Volksraad, dalam rangka menuju Indonesia Merdeka. Untuk itu perlu 
dibentuk badan baru yang merupakan tandingan dari Volksraad. 
Usaha itu menuai hasil ketika terjadi Kongres Rakyat Indonesia pada 
13-14 September 1941. badan baru itu dikenal dengan nama Majelis Rakyat 
Indonesia (MARI), yang menggantikan KRI. 16 November 1941 berhasil 
memilih pemimpin yaitu Ketua (Mr. Sartono), Penulis (Sukardjo 
Wirjopranoto), dan Bendahara (Atik Suardi). Tidak lama setelah terbentuknya 
badan baru tersebut, tanggal 7 Desember 1941 Jepang menyerang pakalan 
militer Amerika Serikat di Pearl Harbour. Mengetahui kejadian ini Mr. 
Sartono dan Sukardjo Wirjopranoto mengeluarkan anjuran agar rakyat 
Indonesia berdiri di belakang Belanda untuk mempertahankan Hindia 
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Belanda. Anjuran ini menimbulkan perselisihan yang menyebabkan Abikusno 
keluar dari MARI dan GAPI, sebab anjuran itu dikeluarkan tanpa persetujuan 
dari anggota-anggotanya. Perselisihan ini kemudian tertutup dengan 
keberhasilan Jepang dalam mengalahkan pasukan sekutu. Kekalahan pasukan 
A-B-C-D (Amerika, British, China & Dutch), hanya menunggu waktu bagi 
Jepang masuk ke Hindia Belanda. Jepang mampu menghancurkan pertahanan 
Belanda di Indonesia, lalu pada 8 Maret 1942 Belanda menyerah kalah. 
Penyerahan tanpa syarat itu dilakukan oleh Jendral Ter Poorten (Belanda) 
kepada Jendral Hitoshi Imamura (Jepang) di lapangan terbang dekat Subang. 
Sejak saat itu, pergantian kekuasaan dari Belanda ke Jepang. Dimulailah 
babak baru, pemerintahan Jepang di nusantara. 
B. Dampak Ditolaknya Petisi 
1. Setelah adanya Petisi: Reaksi Terhadap Petisi Sutarjo 
 Golongan reaksioner Belanda, seperti Vaderlandsche Club berpendapat 
Indonesia belum matang untuk berdiri sendiri. Tetapi ada juga orang-
orang Belanda dari kalangan pemerintah yang menyetujui petisi, dengan 
mengirim surat kepada Soetardjo. 
 Dari pihak Indonesia baik di dalam maupun di luar Volksraad reaksi 
terhadap usul petisi juga bermacam-macam. 
Beberapa anggota Volksraad berpendapat bahwa usul petisi kurang 
jelas, kurang lengkap dan tidak mempunyai kekuatan. Pers Indonesia 
seperti surat kabar Pemandangan, Tjahaja Timoer, Pelita Andalas, Pewarta 
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Deli, Majalah Soeara Katholiek menyokong usul petisi. Oleh karena itu 
usul petisi dengan cepat tersebar luas di kalangan rakyat. 
4. Setelah ditolaknya Petisi 
Setelah ditolaknya Petisi Soetardjo pada umumnya tidak terlalu 
banyak menimbulkan kekecewaan, karena masih banyak jalan lain untuk 
melanjutkan perjuangan. Salah satu reaksi adalah berupa gagasan Tabrani 
yang mempunyai usul untuk menyebarkan petisi di kalangan rakyat dan 
kemudian membentuk Komite Sentral Petisi Soetardjo. PSII dan PNI baru 
tidak ikut bergabung karena tidak menyetujui petisi yang bisa membunuh 
semangat perjuangan bangsa. Dengan ditolaknya petisi Soetardjo terbukti 
bahwa perjuangan kemerdekaan lewat Volksraad tidak bermanfaat. 
Perjuangan kemerdekaan harus mengutamakan penyusunan di luar 
Volksraad dan untuk itulah dibentuklah GAPI. 
Gabungan Politik Indonesia (GAPI) adalah organisasi yang 
merupakan kerjasama partai-partai politik dan organisasi-organisasi yang 
terbentuk pada tanggal 21 Mei 1939 atas usul Mohammad Husni Thamrin, 
dalam rapat pendirian konsentrasi nasional yang diadakan di Jakarta. 
Anggotanya terdiri dari: Parindra, Gerindo, Pasundan, Persatuan Minahasa, 
PSII, PII, dan Perhimpunan Politik Katholik Indonesia. Pengurus pertamanya 
adalah Muhammad Husni Thamrin, Mr Amir Sjarifuddin dan Abikusno 
Tjokrosuyoso. 
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 Alasan dibentuknya GAPI : 
1. Kegagalan Petisi Soetardjo 
2. Kegentingan internasional akibat timbulnya fasisme 
3. Sikap pemerintah yang kurang memperhatikan kepentingan-kepentingan 
bangsa Indonesia 
 GAPI memperjuangkan : 
1. Pelaksanaan The Right of self-determination 
2. Persatuan kebangsaan atas dasar demokrasi politik, demokrasi sosial dan 
ekonomi 
3. Pembentukan parlemen yang dipilih secara bebas dan umum serta 
mewakili dan bertanggungjawab kepada rakyat; parlemen terdiri dari dua 
kamar: Dewan Rakyat diubah menjadi Senat dan Kamar Rakyat 
(Volkskammer) sebagai house of representatives harus dibentuk 
4. Membentuk solidaritas Indonesia-Belanda untuk menghadapi kekuatan 
fasis 
5. Pengangkatan lebih banyak orang Indonesia dalam berbagai jabatan 
Negara 
1. Hak untuk menentukan nasib sendiri 
2. Persatuan nasional dari seluruh bangsa Indonesia, dengan berdasarkan 
kerakyatan (demokrasi) dalam bidang politik, ekonomi dan sosial 
3. Persatuan aksi seluruh pergerakan Indonesia 
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Pada tanggal 20 September 1939 GAPI mengeluarkan suatu 
pernyataan yang kemudian dikenal dengan nama Manifesto GAPI. Isinya 
ialah mengajak rakyat Indonesia dan Belanda untuk bekerjasama 
menghadapi bahaya fasisme dimana kerjasama itu akan lebih berhasil 
apabila kepada rakyat Indonesia diberikan hak-hak baru dalam urusan 
pemerintahan. 
Gabungan Politik Indonesia (GAPI) kemudian membentuk 
Kongres Rakyat Indonesia (KRI), diselenggarakan pada tanggal 23-25 
Desember 1939 di Jakarta. Tujuannya adalah Indonesia Raya, 
meningkatkan keselamatan dan kesejahteraan rakyat Indonesia serta 
kesempurnaan cita-citanya dan sasaran pertama yang hendak dicapai 
adalah Indonesia berparlemen penuh. Dari kongres ini ditetapkan pula 
bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bendera merah-putih sebagai 
bendera nasional dan lagu Indonesia Raya sebagai lagu nasional. 
Dalam rapatnya tanggal 23 Februari 1940 GAPI menganjurkan 
pendirian Panitia Parlemen Indonesia untuk meneruskan aksi “Indonesia 
Berparlemen”. Pada bulan agustus 1940, GAPI mengeluarkan resolusi 
yang berisi mengganti Volksraad dengan parlemen sejati yang anggotanya 
dipilih rakyat, mengubah fungsi kepala-kepala departemen menjadi 
menteri yang bertanggung jawab kepada parlemen. 
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Golongan nasionalis yang bersikap non-kooperasi pun menolak 
Indonesia Berparlemen karena sudah menduga akan ditolak pemerintah 
Belanda dan PNI-baru tidak setuju dengan GAPI karena tindakan GAPI 
yang mengemis-ngemis serta menyimpang dari cita-cita bangsa Indonesia 
yaitu Indonesia Merdeka. 
Kesempatan bergerak ternyata tidak ada lagi bagi GAPI karena 
pada tahun 1941 adanya pidato Ratu Wihelmina di London dan karena 
awal Mei 1940, Belanda diduduki Jerman dan pecahlah perang sebagai 
akibat dari situasi politik Perang Dunia ke-II. Yang diperjuangkan GAPI 
sampai Indonesia jatuh ke tangan Jepang pada tahun 1942 belum 
berhasil.
6
 
 
 
                                                          
6
 https://annisaarwien.wordpress.com/2017/05/12/petisi-soetardjo-keadaan-setelahnya/diakses 
tanggal 20 Januari 2018, pukul 15:00. 
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BAB IV 
KESIMPULAN 
 
Soetardjo adalah sosok tokoh pergerakan nasional yang memiliki cara 
perjuangan yang berbeda. Latar belakang yang melandasi dibuatnya petisi berawal 
dari desa. Kecintaannya dengan desa membuat sosok seorang Soetardjo begitu 
memperhatikan potensi sebuah desa dan isinya. Alasan-alasan untuk membentuk 
masyarakat Desa: 
a. Untuk hidup, mencari makan, pakaian dan perumahan. 
b. Untuk mempertahankan hidupnya terhadap ancaman dari luar. 
c. Untuk mencapai kemajuan dalam hidupnya. 
Hal itulah yang menjadi alasan dan mendorong seorang manusia untuk 
bertempat tinggal bersama pada suatu tempat bermacam-macam 
pulalah jenisnya. 
Sebagai keluarga Pamong Praja yang secara langsung bersentuhan dengan 
rakyat, Soetardjo merasa rakyat tidak sejahtera. Lantas apa yang perlu dilakukan 
sedangkan pamong praja feodal dalam arti berpihak pada pemerintah kolonial. Hal 
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yang dilakukan oleh Soetardjo yaitu mengambil alih pemerintahan agar rakyat 
sejahtera. 
Masyarakat desa: Modernisasi “top to down” sedangkan Soetardjo “down to 
top” Indonesia ingin membangun? Bukan dengan modernisasi tapi dari desa itulah 
harusnya dibangun. Desa itu orang yang apa adanya, mereka mencari apa yang 
dibutuhkan bukan apa yang diinginkan. Pembangunan versi Soetardjo bukan 
pembangunan yang lambat akan tetapi yang diambil adalah filosofi masyaarakat desa. 
“Desa Mowoo Coro Negoro Mowoo Toto” yang artinya desa mempunyai cara, 
negara mempunyai aturan, jadi setiap desa punya adat istiadat msing-masing buat 
menyelesaikan masalah tetapi negara menyamaratakan dengan aturan yang dibuat 
untuk menyelesaikan masalah masyarakat. 
 Soetardjo semangat dalam asa perjuangannya dan berkeinginan untuk 
menyelaraskan perjuangan membangun rakyat untuk berjuang. Soetardjo mengajukan 
petisi tentang permohonan supaya diadakan suatu musyawarah antara wakil-wakil 
Indonesia dan Negeri Belanda di mana anggota-anggotanya mempunyai hak yang 
sama. Meski petisi ini ditolak, namun memiliki pengaruh untuk membangkitkan 
gerakan nasionalis, hingga kemudian GAPI (Gabungan Politik Indonesia)  
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mengusung “Indonesia Berparlemen” dan disetujui oleh Belanda karena GAPI 
mengajak rakyat Indonesia dan Negeri Belanda untuk bekerjasama menghadapi 
fasisme. Karena suasana politik dunia pada masa itu semakin tegang, tambahan pula 
Jepang dengan pemerintahan militernya menjalankan pula politik ekspansionisme di 
daerah pasifik. Baik di negeri Belanda maupun di Indonesia kaum nasionalis 
menyadari bahwa dalam menghadapi fasisme tidak ada alternatif lain daripada 
memihak demokrasi. 
Selama kekuasaannya, Belanda telah berusaha untuk memecahkan persoalan 
pertahanan Indonesia, seperti kita sekarang sebagai bangsa yang merdeka harus 
memecahkan persoalan itu. Soetardjo Kartohadikoesoemo melalui petisinya telah 
membuka mata semua pihak bahwa cita-cita menjadi bangsa yang mandiri berdaulat 
dapat terus diperjuangkan. 
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LAMPIRAN 
Lampiran 1 
Soetardjo Kartohadikoesoemo yang dikenal kerap sekali dekat dengan desa. Ia 
dilahirkan pada 22 Oktober 1892 dan wafat pada 20 Desember 1976. 
 
 
Sumber : Koleksi Museum Perumusan Naskah Proklamasi 
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Lampiran 2 
Tempat kelahiran Petisi Soetardjo di Kampung Cimelati di Kaki Gunung Salak, 
Desa Pesawahan, Cicuruk, Kabupaten Sukabumi. 
 
 
Sumber : Koleksi Museum Perumusan Naskah Proklamasi 
64 
 
Lampiran 3 
Silsilah Keluarga Soetardjo Katohadikoesoemo 
 
Sumber: Koleksi Museum Perumusan Naskah Proklamasi 
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Silsilah Keluarga Soetardjo Katohadikoesoemo 
 
Sumber: Koleksi Museum Perumusan Naskah Proklamasi 
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Lampiran 4 
Sidang Volksraad Perkumpulan sebelum Petisi 1930 
 
Sumber: Koleksi Museum Perumusan Naskah Proklamasi 
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Lampiran 5 
Saat Pembentukan PPBB di Solo 1929 
 
Sumber: Koleksi Museum Perumusan Naskah Proklamasi 
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Lampiran 6 
Fraksi PPBB 1931-1934 
 
 
Sumber: Koleksi Museum Perumusan Naskah Proklamasi. 
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Lampiran 7 
Ratulangi dan Soetardjo memperbincangkan taktik 
memasyarakatan “Petisi Soetardjo” melalui majalah 
Commentaren yang dipimpin Ratulangi. 
 
Sumber: Koleksi Museum Perumusan Naskah Proklamasi 
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Lampiran 8 
Pemotongan Gaji, salah satu faktor dibuatnya sebuah Petisi yang dikenal 
dengan Petisi Soetardjo 17 September 1936. 
 
 
Sumber : Koran SINPO Q;-6 4-9 1936 Perpustakaan Nasional RI 
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Lampiran 9  
Bentuk Petisi Soetardjo 1936 yang diajukan kepada Pemerintah Kolonial 
 
Sumber : Koleksi Museum Perumusan Naskah Proklamasi 
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Lampiran 10 
Petisi dan terjemahan Bahasa Indonesia yang ditulis oleh Haji Agus Salim 
dalam Pembentukan Usul Petisi. 
 
 
Sumber : Koleksi Museum Perumusan Naskah Proklamasi 
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Lampiran 11 
Pemberitaan Petisi  dalam surat kabar untuk penyebarluasan Petisi Soetardjo 
tahun 1936 
 
Sumber : Koran PEMANDANGAN Q:-463 Januari 1940 Perpustakaan Nasional 
RI 
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Lampiran 12 
Dinamika Sidang Volkstraad 16 September 1936 
 
 
Sumber: Koleksi Museum Perumusan Naskah Proklamasi. 
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Lampiran 13 
Dampak Petisi Soetardjo dan adanya Sosialisai diberbagai daerah akibat 
ditolanya Petisi Soetarjo 1938 
Sosialisasi Petisi Soetardjo di Surabaya. 
 
Sumber :Koleksi Museum Perumusan Naskah Proklamasi 
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Dampak Petisi Soetardjo dan adanya Sosialisai di berbagai daerah akibat 
ditolaknya Petisi Soetardjo 1938 
Sosialisasi Petisi Soetardjo di Palembang 
 
Sumber: Koleksi Museum Perumusan Naskah Proklamasi 
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Dampak Petisi Soetardjo dan adanya Sosialisasi di berbagai daerah 
akibat ditolaknya Petisi Soetardjo 1938 
Sosialisasi Petisi Soetardjo di Sumatra Selatan 
 
Sumber : Koleksoi Museum Perumusan Naskah Proklamasi 
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Lampiran 14 
Keluarga Besar Soetardjo berkediaman di Jalan Raden Saleh No. 18, 
Jakarta Pusat. 
 
Sumber: Koleksi Museum Perumusan Naskah Proklamasi 
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Lampiran 15 
Ratulangi dan Soetardjo serta para anggota Pemoefakatan Perikatan 
Radio Ketimoeran tahun 1936 
 
Sumber: Koleksi Museum Perumusan Naskah Proklamasi 
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Lampiran 16 
Soetardjo sebagai ketua dalam sidang memimpin rapat Tahunan di 
Surakarta dalam Persatuan Besar Perhimpunan Pegawai Bestuur Boemipoetra 
 
Sumber: Koleksi Museum Perumusan Naskah Proklamasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
81 
 
Lampiran 17  
Soetardjo menguraikan bagaimana rakyat di desa tahun 1949 dalam 
sidang Dewan Pertimbangan Agung (DPA) memperaktekan Filsafat Pancasila 
 
Sumber: Koleksi Museum Perumusan Naskah Proklamasi 
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Lampiran 18 
Sebagai pamong praja yang bersentuhan langsung dengan rakyat, dalam 
karyanya mengenai Desa “down to top” bukan “top to down” dalam 
membangun Indonesia, mulailah dari desa. 
 
Sumber: Koleksi Museum Perumusan Naskah Proklamasi 
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Lampiran 19 
Makam Soetardjo Kartohadioeseoemo, di Solo Jawa Tengah. 
 
Sumber : Koleksi Museum Perumusan Naskah Proklamasi 
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Lampiran 20 
Ibu Dra. Indiyarsi yang akrab disapa bu Iin alumnus FISIP UI jurusan 
Kesejahteraan Sosial adalah cucu dari Soetardjo Kartohadikoesoemo 
 
Sumber : Koleksi Pribadi Ibu Indiyarsi 
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Lampiran 21 
Jaka Perbawa selaku Kurator Museum Perumusan Naskah Proklamasi yang 
telah memberikan banyak Informasi terkait Petisi Soetardjo. 
 
Sumber : Koleksi Pribadi Jaka Perbawa 
 
 
 
86 
 
Lampiran 22 
Surat Permohanan Skripsi Universitas Negeri Jakarta 
 
Sumber : Koleksi Pribadi Penulis 
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Lampiran 23 
Surat Kunjungan Museum Perumusan Naskah Proklamasi saat itu judul masih 
belum direvisi 
 
Sumber : Koleksi Pribadi Penulis 
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Lampiran 24 
Surat Kunjungan Museum Kebangkitan Nasional saat itu judul masih belum 
direvisi 
 
Sumber : Koleksi Pribadi Penulis 
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